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ABSTRAK 
PERAN AUDIT OPERASIONAL DALAM MENINGKATKAN EFEKTIVITAS 
KEGIATAN PERKREDITAN 
(Studi kasus PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Utama Pinrang) 
 
The Role Of Operational Auditing On  The Effectiveness Increase Of 
Credit Activities 
(Case Study Of PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Utama Pinrang) 
 
Nuraeni 
Muh. Ishak Amsari 
Muh. Nur Azis 
 
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana peran audit 
operasional dalam meningkatkan efektivitas kegiatan perkreditan pada PT Bank 
Rakyat Indonesia (Persero) Tbk cabang utama Pinrang. Metode penelitian yang 
digunakan adalah deskriptif analisis dengan pendekatan studi kasus dan untuk 
analisis data menggunakan analisis statistik dengan kriteria penilaian kuesioner 
menurut Champion dan aplikasi SPSS v.20. Data yang digunakan adalah 
kuesioner (primer) yang diberikan kepada auditor dan karyawan divisi kredit dan 
data sekunder berupa kualitas kredit modal kerja yang bersumber dari divisi 
kredit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam memberikan kredit, Bank 
berusaha menghindari risiko kredit macet, oleh karena itu dilakukan 
pengendalian internal terhadap pemberian kredit melalui pelaksanaan audit 
operasional yang berperan dalam meningkatkan efektivitas kegiatan perkreditan. 
Hal ini bisa dilihat dari Non Peforming Loan  yang tetap terjaga di batas maksimal 
2% selama 3 tahun (2011 s.d 2013). Dengan demikian hipotesis yang peneliti 
ajukan, yaitu audit operasional berperan dalam meningkatkan efektivitas 
pemberian kredit pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk cabang utama 
Pinrang dapat diterima. 
 
Kata kunci: Audit operasional, efektivitas, kredit, pengendalian internal. 
 
This research aim to know the role of operational auditing in increase the 
effectiveness credit activities on PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 
cabang utama Pinrang.The research method was using by descriptive analysis 
(case study) and Data is processed by using statistical analysis (questionnaire 
judgment criteria by Champion) and programme SPSS v.20.The data was 
collected using a questionnaire (primary) (by internal auditor and staff credit) and 
collectability data (secondary) from credit division.The research result represent 
that in giving credit,the Bank tends to aware the NPL risks by its own prospered 
ways, thus why internal control has been run into the transaction for giving credits 
by the role of operational auditing in enhancing credit event effectivities. That 
short of things can be appeared by the stable non peforming loan in maximum 
2% during in three years (remaining 2011-2013).Regards to research hypothesis 
can be achieved. 
 
Keywords : operational audit, effectiveness, credit,internal control.
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 
Pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang semakin pesat mengakibatkan 
terjadinya persaingan ketat baik antar bank maupun lembaga keuangan lain yang 
berhasil mengembangkan produk-produk keuangan yang baru. Keberhasilan 
sebuah bank tidak hanya ditentukan oleh strategi yang dijalankan oleh 
manajemen perusahaan, tetapi  juga berkaitan dengan bagaimana cara 
perusahaan mengelola assetnya dengan baik khususnya kredit yang diberikan. 
Secara spesifik kredit yang diberikan merupakan komponen yang material dalam 
laporan keuangan. 
Lembaga keuangan juga perlu meningkatkan kinerjanya untuk tetap bisa 
bertahan di tengah krisis dan perubahan yang begitu cepat di era globalisasi ini. 
Bank merupakan salah satu sumber permodalan yang sangat dibutuhkan oleh 
masyarakat guna melaksanakan berbagai kegiatan usaha mereka. Melalui jasa 
pemberian kredit, bank turut serta mensukseskan pertumbuhan ekonomi suatu 
negara.   
Perbankan di Indonesia dalam melaksanakan usahanya berlandaskan 
pada asas demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Bank 
sendiri mempunyai fungsi yaitu sebagai penghimpun dan mengatur dana 
masyarakat dan bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan 
nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi dan 
stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. (Pasal 2,3,4 
UU perbankan tahun 1998). 
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Dalam menjalankan aktivitas bisnisnya, menurut Peraturan Bank 
Indonesia No. 11/25/PBI/2009 tentang Penerapan  Manajemen Risiko bagi Bank 
dihadapkan pada beberapa risiko yang harus dihadapi yaitu sebagai berikut. 
1. Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain 
dalam memenuhi kewajiban kepada Bank. 
2. Risiko pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif 
termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan secara keseluruhan dari 
kondisi pasar, termasuk risiko perubahan harga option. 
3. Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk 
memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas 
dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunakan, tanpa 
mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank. 
4. Risiko operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak 
berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, 
dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi 
operasional Bank. 
5. Risiko kepatuhan adalah risiko akibat Bank tidak mematuhi dan/atau tidak 
melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang 
berlaku. 
6. Risiko hukum adalah risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan 
aspek yuridis. 
7. Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan 
stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Bank. 
8. Risiko stratejik adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan  
dan/atau pelaksanaan suatu keputusan stratejik serta kegagalan dalam 
mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. 
 
Adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu 
risiko tidak tertagihnya/kredit macet. Semakin panjang suatu kredit semakin 
besar risikonya demikian pula sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggungan bank, 
baik risiko yang disengaja oleh nasabah yang lalai maupun oleh risiko yang tidak 
disengaja. Dalam hal kredit macet pihak bank perlu melakukan penyelamatan, 
sehingga tidak akan menimbulkan kerugian. Penyelamatan yang dilakukan 
apakah dengan memberikan keringanan berupa jangka waktu atau angsuran 
terutama bagi kredit terkena musibah atau melakukan penyitaan bagi kredit yang 
sengaja lalai untuk membayar. Terhadap kredit yang mengalami kemacetan 
sebaiknya dilakukan penyelamatan sehingga Bank tidak mengalami kerugian 
(Kasmir, 2008). 
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 Risiko yang diuraikan dalam peraturan Bank Indonesia 
No.11/25/PBI/2009 sebagian bersumber dari kegiatan operasional yang 
dilaksanakan. Dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh perbankan perlu 
pengawasan yang cukup untuk meminimalisir risiko sehingga perusahaan 
sebaiknya melakukan audit operasional, yaitu alat bantu bagi manajemen 
khususnya dalam fungsi pengendalian demi  tercapainya tujuan perusahaan 
yang telah ditetapkan. 
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk adalah lembaga perbankan  
milik pemerintah Indonesia yang pertama kali didirikan di Purwokerto pada 
tanggal 16 Desember 1895 dengan membawa misi melakukan kegiatan 
perbankan yang terbaik dengan mengutamakan pelayanan kepada usaha mikro, 
kecil dan menengah untuk menunjang peningkatan ekonomi masyarakat. 
Memberikan pelayanan prima kepada nasabah melalui jaringan kerja yang 
tersebar luas dan didukung oleh sumber daya manusia yang profesional dengan 
melaksanakan praktek good corporate governance. Memberikan keuntungan dan 
manfaat yang optimal kepada pihak-pihak yang berkepentingan.  
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, khususnya Cabang utama 
Pinrang, memberikan fasilitas kredit yang cukup besar kepada nasabahnya. 
Masyarakat yang telah menjadi debitur PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 
cabang utama Pinrang beberapa diantaranya mengaku tidak mengalami kendala 
berarti dalam pengajuan kredit hingga pencairan dana. Mudahnya masyarakat 
mendapatkan kredit pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk cabang 
utama Pinrang menunjukkan tingkat  risiko terjadinya penyimpangan dan 
kecurangan juga cukup besar. Untuk itu, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) 
Tbk cabang utama Pinrang menerapkan struktur pengendalian internal dan 
mengevalulasinya melalui audit operasional untuk menilai apakah semua aturan 
dan prosedur pelaksanaan pemberian kredit telah dijalankan sesuai aturan yang 
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berlaku agar pencapaian efektivitas pemberian kredit dapat ditingkatkan. 
 Dari kondisi yang telah diuraikan di atas, peneliti tertarik untuk 
mengetahui lebih jelas mengenai  aktivitas audit operasional  perkreditan pada 
perbankan  khususnya PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk cabang utama 
Pinrang dalam meningkatkan efektivitas kegiatan perkreditan. 
Berdasarkan titik tolak hal tersebut maka peneliti melakukan penelitian 
dengan judul “Peran Audit Operasional Dalam Meningkatkan Efektivitas 
Kegiatan Perkreditan (Studi Kasus PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 
Cabang Utama Pinrang)”. 
 
1.2 Rumusan Masalah 
 Berdasarkan uraian latar belakang penelitian, peneliti mencoba 
mengidentifikasi masalah yang menjadi pokok pembahasan adalah bagaimana 
peran audit operasional dalam meningkatkan efektivitas kegiatan perkreditan 
pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk cabang utama Pinrang?. 
 
1.3 Tujuan Penelitian 
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini untuk mengetahui peran 
audit operasional dalam meningkatkan efektivitas kegiatan perkreditan. 
 
1.4 Kegunaan Penelitian 
Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak sebagai berikut. 
1. Peneliti, selain diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan tentang  
audit operasional perkreditan juga dapat memperoleh gambaran langsung 
serta pemecahan masalah dari aktivitas audit operasional bagian 
perkreditan yang diteliti serta sebagai salah satu syarat untuk 
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mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Hasanuddin 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi. 
2. Perusahaan, sebagai tambahan informasi bagi pimpinan perusahaan 
akan pentingnya peran audit operasional dalam meningkatkan efektivitas 
perkreditan sehingga bisa menjadi bahan evaluasi bagi manajemen untuk 
terus meningkatkan kinerjanya. Dan juga hal ini dapat menjadi suatu 
dasar acuan perusahaan dalam pengambilan keputusan di masa yang 
akan datang. 
3. Pihak lain, hasil penelitian dapat menjadi sumber referensi dan bahan 
perbandingan untuk penelitian selanjutnya bagi rekan-rekan yang akan 
melakukan penelitian dibidang yang sama.  
 
1.5 Ruang Lingkup Penelitan 
Audit operasional merupakan evaluasi terhadap efisiensi dan efektivitas 
prosedur dan metode dari setiap operasi organisasi. Hasil dari audit operasional 
mencerminkan mutu yang diterapkan pada perusahaan sehingga penerapan 
audit operasional memiliki pengaruh besar pada kelangsungan hidup perusahaan 
itu sendiri. Fokus audit operasional tidak pernah terlepas dari efektivitas dan 
efisiensi, namun  karena rentang waktu dan luasnya cakupan wilayah yang harus 
diteliti oleh peneliti jika membahas keduanya, maka pada penelitian ini peneliti 
hanya berfokus pada pencapaian dan peningkatan efektivitas kegiatan 
perkreditan pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk cabang utama 
Pinrang. 
 
1.6 Sistematika Penulisan 
Pada bab satu adalah pendahuluan, terdiri atas enam bagian, yaitu latar 
belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang 
6 
 
 
 
lingkup penelitian, dan sistematika penelitian. Dalam bab ini dijelaskan mengenai 
latar belakang dilakukannya penelitian, masalah yang diangkat, tujuan 
dilakukannya penelitian berdasarkan permasalahan yang dihadapi, serta manfaat 
penelitian bagi berbagai pihak. 
Bab dua adalah tinjauan pustaka, kerangka penelitian, dan hipotesis 
penelitian. Dalam bab ini dijelaskan mengenai berbagai teori dan literatur yang 
mendukung penelitian ini, seperti konsep audit operasional, bank, perkreditan 
dan efektivitas kegiatan perkreditan serta kerangka pemikiran dan hipotesis 
penelitian. Dalam bab ini juga diuraikan secara ringkas mengenai penelitian 
terdahulu yang berkaitan dengan audit operasional. 
Bab tiga adalah metode penelitian yang berisikan tentang rancangan 
penelitian, tempat dan waktu, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik 
pengumpulan data, variable penelitian dan defenisi operasional, instrumen 
penelitian, dan analisis data. 
Bab empat merupakan bagian pembahasan (hasil penelitian). Pada 
bagian ini menjelaskan tentang gambaran umum perusahaan, audit operasional 
yang dijalankan serta perbandingan dengan teori yang ada. Bab ini juga akan 
membahas tentang pengujian hipotesis penelitian. 
Bab yang terakhir adalah bagian penutup, bab ini berisikan kesimpulan, 
saran, dan keterbatasan penelitian. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
2.1 AUDITING 
2.1.1 Pengertian Auditing 
Untuk mengetahui lebih mendalam  pengertian auditing, berikut ini peneliti 
mengutip beberapa defenisi auditing yang diambil dari berbagai sumber. 
Pengertian auditing menurut Boynton,Johnson (2006:6) 
”A systematic process of objectively obtaining and evaluating evidence regarding 
assertions about economic actions and events to ascertain the degree of 
correspondence between those assertions and established criteria and 
communicating the results to interested users”. 
 
Dari defenisi diatas terlihat adanya 7 elemen penting yang harus diperhatikan 
dalam melaksanakan pemeriksaan/auditing, yaitu sebagai berikut. 
1. Suatu proses sistematis berupa serangkaian langkah atau proses yang 
logis, terstruktur, dan terorganisir. 
2. Memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif berarti memeriksa 
dasar asersi serta mengevaluasi hasil pemeriksaan tersebut tanpa 
memihak dan berprasangka, baik untuk atau terhadap perorangan (atau 
entitas) yang membuat asersi tersebut. 
3. Asersi tentang kegiatan dan peristiwa ekonomi merupakan representative 
yang dibuat oleh perorangan atau entitas. 
4. Derajat kesesuaian menunjuk pada pendekatan di mana asersi dapat 
diidentifikasi dan dibandingkan dengan kriteria yang telah ditetapkan. 
5. Kriteria yang telah ditetapkan adalah standar-standar yang digunakan 
sebagai dasar untuk menilai asersi atau pernyataan. 
6. Penyampaian hasil diperoleh melalui laporan tertulis yang menunjukkan 
derajat kesesuaian antara asersi dan kriteria yang telah ditetapkan. 
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7. Pihak-pihak yang berkepentingan adalah mereka yang menggunakan 
(atau mengandalkan) temuan-temuan auditor. 
Pengertian auditing yang dikemukakan oleh Arens, Elder, dan Beasley dalam 
bukunya adalah sebagai berikut.  
  “Auditing is the accumulation and evaluation of evidence about information to 
determine and report on the degree of correspondence between the information 
and established criteria. Auditing should be done by a competent, independent 
person”.(2010: 4) 
Secara umum pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa audit adalah 
proses  sistematis yang dilakukan oleh orang berkompeten dan independen 
dengan mengumpulkan dan mengevaluasi bahan bukti yang bertujuan 
memberikan opini mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut. Dari defenisi 
di atas dapat disimpulkan beberapa aspek dari audit yaitu sebagai berikut. 
1. Audit merupakan kegiatan menyimpulkan (accumulation),mengevaluasi 
(evaluation),menentukan (determine)  dan melaporkan (report). 
2. Auditor membutuhkan beberapa standar (criteria) untuk mengevaluasi 
apakah bukti informasi yang diaudit telah sesuai dengan tingkat kriteria 
yang telah ditetapkan. 
3. Bahan bukti harus diperoleh dalam jumlah dan kualitas yang cukup untuk 
memenuhi tujuan audit. 
4. Kemampuan auditor (kompetensi) memahami kriteria yang digunakan 
serta sikap independen dalam mengumpulkan bahan bukti yang 
diperlukan untuk mendukung opini yang akan diambilnya. 
2.1.2 Tipe Audit 
Audit dapat dibagi dalam beberapa jenis, pembagian ini dimaksudkan 
untuk menentukan tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dengan adanya 
pengauditan tersebut.  
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William F. Messier, Jr. membagi jenis audit menjadi 4 (2000:11), yaitu 
sebagai berikut. 
1. Financial statement audit. Dalam audit laporan keuangan ini, auditor 
independen menilai kewajaran laporan keuangan atau dasar 
kesesuainnya dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. 
2. Compliance audit menentukan apakah peraturan, kebijakan, hukum 
penyajian atau Peraturan Pemerintah dipahami oleh perusahaan yang 
diaudit, ukuran kesesuaian audit tahunan dengan Undang-Undang Pajak 
Penghasilan. Hasil audit ketaatan tersebut biasanya disimpulkan kepada 
pihak yang menentukan kriteria tersebut, terdiri dari: (1) ikthisar hasil 
temuan, atau (2) tingkat ketaatan dengan kriterianya. 
3. Operational audit meliputi tinjauan sistematik atas keseluruhan aktivitas 
orang dalam kaitannya dengan penggunaan sumber daya yang efektif 
dan efisien.  Audit operasional biasanya sulit dilakukan dibanding audit 
laporan keuangan dan audit ketaatan, karena sangat sulit untuk 
mengidentifikasi tujuan atau kriteria yang dapat digunakan untuk menilai 
efektivitas dan efisiensi. 
4. Forensik audit merupakan sebuah proses ilmiah dalam mengumpulkan, 
menganalisis, dan menghadirkan berbagai bukti pada sidang pengadilan 
karena adanya kasus hukum. Audit forensik dilakukan untuk tujuan 
mencari bukti dalam pengungkapan terhadap suatu kasus. Tujuan audit 
investigatif adalah untuk mendeteksi atau mencegah kecurangan. 
Beberapa contoh audit investigatif dapat dilakukan meliputi: 
1. kecurangan dalam bisnis atau kecurangan yang dilakukan  
karyawan, 
2. investigasi tindakan criminal, 
3. perselisihan pemegang saham dengan persekutuan, 
4. kerugian ekonomis bisnis, 
5. matrimonial disputes. 
Menurut Mulyadi  (2010:30) menyatakan auditing umumnya digolongkan 
menjadi 3 golongan yaitu sebagai berikut. 
1. Audit Laporan Keuangan (Financial Statement Audit) 
Audit laporan keuangan adalah audit yang dilakukan oleh auditor 
independen terhadap laporan keuangan yang disajikan oleh kliennya 
untuk menyatakan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan 
tersebut. Dalam laporan keuangan ini, auditor independen menilai 
kewajaran laporan keuangan atas dasar kesesuaiannya dengan prinsip 
akuntansi berterima umum. 
2. Audit Kepatuhan (Compliance Audit) 
Audit kepatuhan adalah audit yang tugasnya untuk menentukan apakah 
yang diaudit sesuai dengan kondisi atau peraturan tertentu.  
3. Audit Operasional (Operational Audit) 
Audit operasional merupakan review secara sistematik kegiatan 
organisasi atau bagian dari padanya, dalam hubungannya dengan tujuan 
 tertentu. Tujuan audit operasional adalah untuk : 
a. mengevaluasi kinerja, 
b. mengidentifikasi kesempatan untuk peningkatan, 
c. membuat rekomendasi untuk perbaikan atau tindakan lebih lanjut. 
10 
 
 
 
2.2 Audit Operasional 
2.2.1 Pengertian Audit Operasional 
Beberapa ahli mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian audit 
operasional yang seolah-olah berbeda, namun pada dasarnya memiliki tujuan 
yang sama. Hal ini dikarenakan para ahli memiliki sudut pandang yang berbeda 
dalam mengambil suatu pengertian dari pemeriksaan operasional itu sendiri. 
Menurut Boynton, Johnson,(2006:991) audit operasional didefenisikan 
sebagai berikut: 
“is the systematic process of evaluating an organization’s effectiveness, 
efficiency, and economy of operations under management’s control and reporting 
to appropriate persons the result of the evaluating along with recommendation for 
improvement”. 
 
Beberapa elemen penting yang ada dalam defenisi yang diuraikan  oleh 
Boynton sebagai berikut. 
1. Systematic process. Seperti dalam audit laporan keuangan, audit 
operasional menyangkut serangkaian langkah atau prosedur yang logis, 
terstruktur, dan terorganisasi. 
2. Evaluating an organization’s operations. Evaluasi atas operasi ini harus 
didasarkan pada beberapa kriteria yang ditetapkan dan disepakati. 
3. Effectiviness, efficiency, and economy of operations. Tujuan utama dari 
audit operasional adalah membantu manajemen organisasi yang diaudit 
untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kehematan operasi. 
4. Reporting to appropriate person.Penerima laporan audit operasional yang 
tepat adalah manajemen atau individu atau badan yang meminta audit. 
5. Recommendations for improvement. Tidak seperti laporan audit laporan 
keuangan, audit operasional tidak berakhir dengan menyajikan laporan 
mengenai temuan. Pengembangan rekomendasi sebanarnya merupakan 
salah satu aspek yang paling menantang dalam jenis audit ini. 
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Defenisi audit operasional yang dikemukakan oleh Arens, Elder dan 
Beasley (2010:13) “an operational audit evaluated the efficiency and 
effectiveness of any part of an organization’s operating procedures and method”. 
Audit operational merupakan audit yang mengevaluasi efisiensi dan 
efektivitas prosedur dan metode dari setiap operasi organisasi. Hasil audit yang 
dilakukan oleh auditor diharapkan mampu memberikan masukan yang dapat 
meningkatkan efektivitas operasi perusahaan.  
Istilah audit operasional digunakan selama tujuan pengujian yang 
dilakukan adalah untuk menentukan efektivitas dan efisiensi dari unit-unit 
organisasi. Pengujian efektivitas pengendalian internal oleh auditor internal dapat 
dianggap sebagai bagian dari audit operasional, jika tujuannya adalah untuk 
membantu perusahaan mengoperasikan bisnis secara lebih efektif atau efisien. 
Audit operasional bisa saja bertujuan untuk menentukan apakah suatu 
perusahaan memiliki personel yang memadai dalam lini perakitan, jika tujuannya 
untuk menentukan efektivitas dan efisiensi perusahaan dalam memproduksi 
produknya. 
Defenisi audit operasional menurut American Institute of Certified Public 
Accountans/AICPA dalam Strawser, Jerry R and Robert H. Strawser (2001:20):  
“operational audit is a systematic review of an organization activities….in relation 
to specified objectives. The purpose of the engagement may be: (a) to asses 
performance, (b) to identify opportunities for improvement, and (c) to develop 
recommendation for improvement or further action”. 
 
Dari defenisi yang  dikutip oleh AICPA dapat disimpulkan bahwa audit 
operasional  merupakan tinjauan sistematis dari aktivitas organisasi untuk 
mencapai beberapa tujuan, diantaranya: 
1. menilai kinerja, 
2. mengidentifikasi kesempatan untuk perbaikan, 
3. mengembangkan rekomendasi untuk perbaikan atau kegiatan lebih lanjut. 
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Menurut Dan M.Guy dkk, yang dialih bahasakan oleh Paul A Rajoe, 
(2003:419) “audit operasional adalah penelaahan atas prosedur dan metode 
operasi entitas untuk menentukan tingkat efisiensi dan efektivitasnya”. 
 Audit operasional pada prinsipnya merupakan suatu bentuk jasa 
pemberian saran atau masukan kepada manajemen yang berkaitan dengan 
pelaksanaan operasi perusahaan dibagian tertentu yang dimaksudkan untuk 
mengetahui apakah kegiatan operasi perusahaan yang dilakukan manajemen 
dalam mencapai tujuan telah dilakukan secara efektif, efisien dan ekonomis. 
2.2.2 Ruang Lingkup Audit Operasional 
Ruang lingkup audit operasional menurut Tunggal Amin Widjaja (2001 :72), 
dapat ditentukan dengan menggunakan kriteria sebagai berikut. 
1. Luas lingkup suatu audit operasional harus sesuai dengan objek yang 
ingin dicapai 
2. Tujuan suatu audit operasional harus jelas untuk memungkinkan 
dibuatnya rencana audit yang memadai 
3. Audit harus dibatasi pada bidang-bidang dimana beberapa hasil yang 
spesifik akan dapat disusun dan dilaporkan. 
4. Audit harus dibatasi pada usaha penilaian prestasi daripada penilaian 
kapasitas individual karena hal-hal yang memiliki arti ekonomis saja yang 
akan diaudit dan hal-hal tersebut sangat jarang timbul sebagai usaha dari 
seorang. 
 
Ruang lingkup audit operasional menurut Arens, Elder dan Beasley 
(2010: 825): 
„the scope of operational auditing concern any control affecting efficiency or 
effectiveness, while the scope of internal control evaluation for financial audits is 
restricted to the effectiviness of internal control over financial reporting and its 
effect on the fair presentation of financial statements”. 
 
Ruang lingkup audit operasional ditujukan pada seluruh pengendalian 
yang mempengaruhi efektivitas dan efisiensi, sedangkan ruang lingkup evaluasi 
pengendalian internal untuk audit keuangan dibatasi pada efektivitas 
pengendalian internal atas pelaporan keuangan dan dampaknya atas kewajaran 
penyajian laporan keuangan. Misalnya, audit operasional dapat berfokus pada 
kebijakan dan prosedur yang dilakukan oleh departemen pemasaran untuk 
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menentukan efektivitas katalog dalam pemasaran produk. 
Ruang lingkup audit operasional menurut Widjayanto Nugroho (2001:19) 
adalah: “audit operasional mencakup tinjauan atas tujuan perusahaan, 
lingkungan perusahaan beroperasi, personalia dan kadangkala mencakup 
fasilitas fisik”. 
Jadi dari beberapa uraian yang dipaparkan diatas dapat disimpulkan 
bahwa ruang lingkup audit operasional mencakup sebagian atau seluruh aktivitas 
manajemen yang berkaitan dengan kegiatan operasi perusahaan mulai dari 
perencanaan, praktik hingga  pengambilan kebijakan operasinya, yang dilakukan 
dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Audit operasional tidak hanya 
terbatas pada laporan keuangan tetapi meliputi seluruh aktivitas perusahaan. 
2.2.3 Tujuan dan Manfaat Audit Operasional 
 Tujuan audit operasional tidak hanya ingin mendorong dilakukannya 
tindakan perbaikan tetapi juga untuk menghindari kemungkinan terjadinya 
kekurangan atau kelemahan di masa yang akan datang pada aktivitas operasi 
perusahaan. Audit dikembangkan dan dilaksanakan karena audit memberi 
banyak manfaat bagi dunia bisnis.  
Dan M. Guy dkk (2003:421), menyatakan bahwa  audit operasional 
biasanya dirancang untuk memenuhi satu atau lebih tujuan berikut. 
1. Menilai kinerja 
Setiap audit operasional meliputi penilaian kinerja organisasi yang 
ditelaah. Penilaian kinerja dilakukan dengan membandingkan 
kegiatan organisasi dengan: 
a. tujuan, seperti kebijakan, standar, dan sasaran organisasi 
yang ditetapkan manajemen atau pihak yang menugaskan, 
b. kriteria penilaian lain yang sesuai. 
2. Mengidentifikasi peluang perbaikan 
Peningkatan efektivitas, efisiensi dan ekonomi merupakan kategori 
yang luas dari pengklasifikasian sebagian besar perbaikan. Auditor 
dapat mengidentifikasi peluang perbaikan tertentu dengan 
mewawancarai individu,mengobservasi operasi, menelaah laporan 
masa lalu atau masa berjalan, mempelajari transaksi, 
membandingkan dengan standar industry, menggunakan 
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pertimbangan professional berdasarkan pengalaman, atau 
menggunakan sarana dan cara lain yang sesuai. 
3. Mengembangkan rekomendasi untuk perbaikan atau tindakan lebih 
lanjut 
Sifat dan luas rekomendasi akan berkembang secara beragam 
selama pelaksanaan audit operasional. Dalam banyak hal, auditor 
dapat membuat rekomendasi tertentu. Dalam kasus lainnya, mungkin 
diperlukan studi lebih lanjut di ruang lingkup penugasan, dimana 
auditor dapat menyebutkan alasan mengapa studi lebih lanjut pada 
bidang tertentu dianggap tepat. 
 
Tunggal Amin Widjaja tunggal (2012 : 40) menyatakan bahwa tujuan audit 
operasional adalah: 
1. objek dari audit operasional adalah mengungkapkan kekurangan dan  
ketidakberesan dalam setiap unsur  yang diuji oleh auditor operasional  
dan untuk menunjukkan perbaikan apa  yang dimungkinkan untuk  
memperoleh hasil yang terbaik dari  operasi yang bersangkutan, 
2. untuk membantu manajemen  mencapai administrasi operasi yang paling 
efisien,  
3. untuk menyusulkan kepada manajemen cara-cara dan alat-alat untuk 
mencapai tujuan apabila manajemen organisasi sendiri kurang 
pengetahuan tentang pengelolaan yang efisien, 
4. audit operasional bertujuan untuk  mencapai efisiensi dari pengelolaan, 
5. untuk membantu manajemen, auditor operasional berhubungan dengan 
setiap fase dari aktivitas usaha yang dapat merupakan dasar pelayanan 
kepada manajemen, 
6. untuk membantu manajemen pada setiap tingkat dalam pelaksanaan 
yang efektif dan efisien dari tujuan dan tanggung-jawab mereka. 
 
Dengan tercapainya tujuan tersebut, menurut Tunggal Amin Widjaya 
(2008:42) audit operasional memberikan beberapa manfaat, antara lain sebagai 
berikut. 
1. Memberikan informasi operasi yang relevan dan tepat waktu untuk 
pengambilan keputusan. 
2. Membantu pihak manajemen dalam mengevaluasi catatan, laporan-
laporan, dan pengendalian. 
3. Memastikan ketaatan terhadap kebijakan manajerial yang ditetapkan 
rencana-rencana, prosedur, serta persyaratan peraturan pemerintah. 
4. Mengidentifikasikan area masalah potensial pada tahap dini untuk 
menentukan tindakan preventif yang akan diambil. 
5. Menilai keekonomisan dan efisiensi penggunaan sumber daya termasuk 
memperkecil pemborosan. 
6. Menilai efektivitas dalam mencapai tujuan dan sasaran perubahan yang 
telah ditetapkan. 
7. Menyediakan tempat pelatihan untuk personil dalam seluruh tahap 
operasi perusahaan. 
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Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa audit operasional bertujuan 
kearah peningkatan prestasi manajemen khususnya dibidang operasional 
perusahaan di masa depan. 
2.2.4 Tipe Audit operasional  
Menurut Arens, Elder dan Beasley (2010: 825) tipe audit operasional terdiri atas 
tiga tipe sebagai berikut.  
1. Functional Audits 
Yang dimaksud denga fungsional adalah kategori aktivitas dalam suatu 
bisnis, misalnya fungsi penagihan atau fungsi produksi. Fungsi dapat 
dikategorikan dan dibagi dalam banyak cara. Misalnya, fungsi akuntansi 
dapat dibagi menjadi fungsi pengeluaran kas, penerimaan kas, dan 
penggajian. Fungsi penggajian dapat dibagi menjadi menjadi fungsi 
penetapan karyawan, pencatatan waktu, dan pembayaran gaji. Audit 
fungsional mengurusi satu atau lebih fungsi dalam suatu organisasi, 
misalnya mengenai efektivitas dan efisiensi fungsi penggajian untuk suatu 
divisi atau organisasi secara keseluruhan. 
Audit fungsional memiliki keuntungan bagi auditor untuk 
melakukan spesialisasi. Auditor tertentu berperan sebagai staf audit 
internal dalam mengembangkan keahlian tertentu pada suatu area, 
misalnya rekayasa produksi. Rekayasa produksi dapat berjalan lebih 
efektif dan efisien dengan menghabiskan waktu audit dalam area 
tersebut. Kerugian dari audit fungsional adalah tidak dilakukannya 
evaluasi keterkaitan antarfungsi. Misalnya, fungsi rekayasa produksi 
berinteraksi dengan fungsi pabrikan dan fungsi lainnya dalam organisasi. 
2. Organizasional Audit 
Audit operasional dalam organisasi mengurusi seluruh unit organisasi 
seperti departemen, cabang, atau anak perusahaan. Audit organisasional 
menekankan pada efektivitas dan efisiensi dalam interaksi fungsi 
tersebut. Rencana organisasi dan metode untuk koordinasi aktivitas 
merupakan hal penting dalam audit ini. 
3. Special assignments 
Dalam audit operasional, penugasan khusus muncul atas permintaan dari 
manajemen dengan bermacam-macam jenis audit, misalnya untuk 
menentukan penyebab inefisiensi sistem TI, meneliti kemungkinan 
kecurangan dalam divisi, dan membuat rekomendasi untuk mengurangi 
biaya produksi. 
 
2.2.5 Tahap-Tahap Audit Operasional  
Ada beberapa tahapan yang harus dilakukan dalam audit manajemen. 
Secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi lima, menurut Bayangkara IBK 
 (2008:10) yaitu sebagai berikut. 
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1. Audit Pendahuluan 
Audit pendahuluan dilakukan untuk mendapatkan informasi latar belakang 
terhadap objek yang diaudit. Pada tahap audit ini juga dilakukan 
penelaahan terhadap berbagai peraturan, ketentuan dan kebijakan 
berkaitan dengan aktivitas yang diaudit serta menganalisis berbagai 
informasi yang telah diperoleh untuk mengidentifikasi hal-hal yang 
potensial mengandung kelemahan pada perusahaan yang diaudit.  
2. Review dan Pengujian Pengendalian Manajemen 
Pada tahap ini auditor melakukan review dan pengujian terhadap 
pengendalian manajemen objek audit dengan tujuan untuk menilai 
efektivitas pengendalian manajemen dalam mendukung pencapaian 
tujuan perusahaan.  
3. Audit Rinci / Lanjutan 
Pada tahap ini auditor melakukan pengumpulan bukti yang cukup dan 
kompeten untuk mendukung tujuan audit yang telah ditentukan. Pada 
tahap ini juga dilakukan pengembangan temuan untuk mencari 
keterkaitan antara satu temuan dengan temuan yang lain dalam menguji 
permasalahan yang berkaitan dengan tujuan audit.  
4. Pelaporan  
Tahapan ini bertujuan untuk mengkomunikasikan hasil audit termasuk 
rekomendasi yang diberikan kepada berbagai pihak yang berkepentingan. 
Hal ini penting untuk meyakinkan pihak manajemen (objek audit) tentang 
keabsahan hasil audit dan mendorong pihak-pihak yang berwenang untuk 
melakukan perbaikan terhadap berbagai kelemahan yang ditemukan.  
5. Tindak Lanjut  
Sebagai tahap akhir dari audit manajemen, tindak lanjut bertujuan untuk 
mendorong pihak-pihak yang berwenang untuk melaksanakan tindak 
lanjut (perbaikan) sesuai dengan rekomendaasi yang diberikan. 
 
Sedangkan menurut Bank Indonesia No. 1/6/PBI/1999 Tanggal 20 
Desember 1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan dan Penerapan Standar 
Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum, pelaksanaan audit dapat 
dibedakan dalam 5 (lima) tahap kegiatan (No. 1/6/PB/1999:Bab V) yaitu sebagai 
berikut: 
1. Persiapan Audit 
Pelaksanaan audit harus dipersiapkan dengan baik agar tujuan audit 
dapat dicapai dengan cara efesien. Langkah yang perlu diperhatikan 
pada tahap persiapan audit meliputi penetapan penugasan, 
pemberitahuan audit dan penelitian pendahuluan. 
2. Penyusunan Program Audit 
Adanya program audit secara tertulis akan memudahkan pengendalian 
audit selama tahap-tahap pelaksanaan. Program audit tersebut dapat 
diubah sesuai dengan kebutuhan selama audit berlangsung. 
3. Pelaksanaan Penugasan Audit 
Tahap pelaksanaan audit meliputi kegiatan mengumpulkan, menganalisis, 
menginterpretasikan dan mendokumentasikan bukti-bukti audit serta   
informasi lain yang dibutuhkan, sesuai dengan prosedur yang digariskan 
dalam program audit untuk mendukung hasil audit. 
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4. Pelaporan Hasil Audit 
Setelah selesai melakukan kegiatan audit, Auditor Intern berkewajiban 
untuk menuangkan hasil audit tersebut dalam bentuk laporan tertulis. 
Laporan tersebut harus memenuhi standar pelaporan, memuat 
kelengkapan materi dan melalui proses penyusunan yang baik. 
5. Tindak Lanjut Hasil Audit 
SKAI harus memantau dan menganalisis serta melaporkan 
perkembangan pelaksanaan tindaklanjut perbaikan yang telah dilakukan 
Auditor.  
 
2.2.6 Pelaksana Audit operasional 
 Arens, Elder dan Beasley (2010:826) mengemukakan bahwa: 
“operational audit are usually performed by one of three group; internal auditors, 
government auditors od CPA firms”. 
Audit operasional dapat dilaksanakan oleh pihak sebagai berikut. 
1.      Auditor Internal 
Auditor internal merupakan posisi unik yang melakukan audit operasional 
dimana beberapa orang menggunakan istilah audit internal dan audit operasional 
secara bergantian. Akan tetapi, tidak semua audit operasional dilakukan oleh 
auditor internal atau hanya auditor internal yang melakukan audit operasional. 
Banyak departemen audit internal yang melakukan keduanya, yaitu audit 
operasional dan keuangan secara bersamaan. Oleh karena mereka 
menghabiskan waktu kerja mereka untuk perusahaan yang mereka audit, maka 
auditor internal diuntungkan dalam melakukan audit operasional. Mereka dapat 
mengembangkan pengetahuan yang cukup tentang perusahaan dan bisnis yang 
penting bagi efektivitas audit operasional.  
Untuk memaksimalkan efektivitas dalam menjalankan audit keuangan 
dan operasional, departemen audit internal harus melapor kepada dewan direksi 
atau direktur utama. Auditor internal juga harus memiliki akses dan komunikasi 
berkelanjutan dengan komite audit dari dewan direksi. Pelaporan kepada komite 
audit membantu auditor internal agar tetap independen. Jika auditor internal 
memberi laporan kepada kontroler, maka mereka sulit untuk melakukan evaluasi 
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independen dan membuat rekomendasi kepada manajemen senior bila terjadi 
inefisiensi atas pekerjaan kontroler. 
2. Auditor Pemerintah 
Auditor pemerintah regional dan pusat melakukan audit operasional yang 
seringkali menjadi bagian dalam pelaksanaan audit keuangan. Kelompok auditor 
pemerintah yang paling dikenal adalah BPK, namun auditor pemerintah lainnya 
juga harus melakukan audit keuangan dan operasional. Buku kuning 
mendefinisikan dan menetapkan standar untuk audit kinerja, yang pada dasarnya 
sama dengan audit operasional. Audit kinerja tersebut meliputi dua hal berikut. 
a. Audit ekonomi dan efisiensi 
Tujuan dari audit ekonomi dan efisiensi adalah untuk menentukan: 
1. apakah entitas sudah memperoleh, melindungi, dan menggunakan 
sumber daya secara ekonomis dan efisien, 
2. apa penyebab inefisiensi atau ketidakekonomisan tersebut, 
3. apakah entitas telah mematuhi hukum dan peraturan tentang hal-hal 
ekonomis dan efisiensi dalam program audit. 
b. Program audit 
Tujuan dari program audit ini adalah untuk menentukan: 
1. sejauh mana hasil yang diinginkan atau manfaat yang ditetapkan oleh 
badan legislatif atau yang ditetapkan badan otoritas lainnya, 
2. bagaimana efektivitas organisasi, program, kegiatan, atau fungsi tersebut, 
3. apakah entitas telah mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku. 
Dua tujuan dari masing-masing jenis audit kinerja benar-benar 
operasional, sedangkan tujuan utamanya adalah menyangkut kepatuhan. Untuk 
mengilustrasikan kegiatan operasional tertentu dalam audit pemerintahan 
negara,berikut adalah contoh dari sebuah artikel dalam publikasi Internal Auditor: 
sebuah rumah sakit dengan staf administrasi yang terpisah menempati tiga 
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bangunan di atas tanah milik rumah sakit negara lainnya. Audit kami 
menunjukkan bahwa beban kerja terbatas kegiatan administrasi rumah sakit ini 
dan kedekatannya dengan kantor rumah sakit utama memungkinkan 
dilakukannya konsolidasi fungsi administrasi dari dua rumah sakit dan akan 
menghemat biaya sebesar Rp 145.000.000 setahun. 
3.      KAP 
Ketika KAP melakukan audit laporan keuangan historis, seringkali 
tindakan audit ini terdiri atas identifikasi masalah operasional dan rekomendasi 
yang mungkin bermanfaat bagi klien audit. Rekomendasi dapat dibuat secara 
lisan, tetapi biasanya termasuk dalam surat manajemen. 
 Latar belakang pengetahuan tentang bisnis klien, yang didapatkan 
auditor eksternal saat melakukan audit, seringkali memberikan informasi yang 
berguna dalam memberikan rekomendasi operasional. Sebagai contoh, misalnya 
auditor menetapkan bahwa perputaran persediaan klien selama tahun berjalan 
lebih lambat dari sebelumnya. Auditor harus menentukan penyebab kelambatan 
tersebut untuk mengevaluasi kemungkinan adanya keusangan persediaan yang 
dapat menyebabkan ketidakwajaran dalam penyajian laporan keuangan. Dalam 
menentukan penyebab berkurangnya perputaran persediaan, auditor dapat 
mengidentifikasi penyebab operasional, seperti kebijakan pembelian persediaan 
yang tidak efektif, yang harus diperhatikan oleh manajemen. Auditor yang 
memiliki latar belakang bisnis yang luas dan berpengalaman dengan bisnis yang 
sama akan memberikan rekomendasi operasional yang lebih efektif dan relevan 
dibandingkan dengan auditor lain yang tidak memiliki kualifikasi tersebut. 
Klien umumnya melibatkan KAP untuk melakukan audit operasional 
dalam satu atau lebih bagian-bagian tertentu dari bisnisnya. Sebagai contoh, 
perusahaan dapat meminta KAP untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi 
sistem komputernya. Biasanya, manajemen meminta KAP melakukan audit ini 
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bila perusahaan tidak memiliki staf audit internal atau jika staf audit internal tidak 
memiliki keahlian di area tertentu. Dalam beberapa kasus, manajemen atau 
dewan direksi menyerahkan seluruh atau sebagian aktivitas audit internalnya 
kepada sebuah KAP, misalnya audit operasional untuk aktivitas teknologi 
informasi, yang harus dilakukan bersama oleh KAP dan anggota tertentu dari staf 
audit internal perusahaan. Biasanya staf konsultan manajemen KAP yang 
melaksanakan jasa tersebut. Perlu diperhatikan bahwa KAP tidak boleh 
menyediakan jasa ini kepada klien audit perusahaan publik mereka. 
 
2.3  Perbedaaan Audit Keuangan dan Audit Operasional 
Audit keuangan dan audit operasional memiliki perbedaan, seperti yang 
dikutip dari  Arens, Elder dan Beasley (2010 :823) “the three major differences 
between operational and financial auditing are the purpose of the 
audit,distribution of the report, and inclusion of nonfinancial areas in operational 
auditing”. 
Berikut tiga perbedaan utama antara audit operasional dan audit 
keuangan. 
1. Tujuan Audit  
Audit keuangan menekankan pada ketepatan pencatatan informasi 
historis, sedangkan audit operasional menekankan pada efektivitas dan 
efisiensi. Audit keuangan berorientasi pada masa lampau, sementara 
audit operasional berfokus pada peningkatan kinerja masa depan. 
Seorang auditor operasional, misalnya, dapat mengevaluasi apakah jenis 
baru bahan baku dibeli pada harga terendah untuk menghemat uang 
dalam pembelian bahan baku berikutnya. 
2. Distribusi Laporan 
Laporan audit keuangan biasanya didistribusikan kepada pengguna 
laporan keuangan eksternal, misalnya pemegang saham dan pihak bank, 
sedangkan laporan audit operasional ditujukan terutama kepada 
manajemen. Distribusi laporan audit eksternal yang luas memerlukan 
struktur dan penyusunan kata-kata yang sangat baik. Distribusi terbatas 
laporan operasional audit dan perbedaan sifat audit untuk efisiensi dan 
efektivitas menghasilkan laporan audit yang berbeda antara suatu audit 
dan audit lainnya. 
3. Area Non Keuangan 
Audit keuangan terbatas hanya pada hal yang langsung mempengaruhi 
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kewajaran laporan keuangan, sedangkan audit operasional meliputi 
aspek efektivitas dan efisiensi dalam organisasi. 
 
 
2.4 Bank 
2.4.1 Defenisi Bank 
Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor: 10 (1998 : 1:2), menyatakan 
bahwa : 
“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam 
bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit 
dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat 
banyak”. 
 
Dari uraian yang diatur oleh Undang Undang Republik Indonesia 
mengenai pengertian Bank, dapat disimpulkan bahwa bank adalah badan usaha 
yang menghimpun dana mayasrakat dan kemudian menyalurkannya kembali 
kepada masyarakat salah satunya melalui kegiatan perkreditan. 
2.4.2 Fungsi dan Tugas Bank 
Secara umum dikatakan bahwa tugas pokok dari perbankan di Indonesia 
adalah membantu pemerintah dalam mengatur, menjaga dan memelihara 
kestabilan ekonomi, serta membantu pemerintah dalam mengatasi masalah 
pengangguran. 
 Suyatno (2001 : 11) menyatakan tiga fungsi terpenting dari bank, yaitu 
sebagai berikut. 
1. Fungsi sebagai perantara dalam perkreditan 
a. Kredit aktif, dimana bank bertindak sebagai pemberi kredit. 
b. Kredit pasif, dimana bank bertindak sebagai pihak penerima kredit 
berupa dana-dana yang dipercayakan kepadanya berupa giro, 
deposito, dan tabungan. 
2. Fungsi sebagai badan yang memberikan jasa perdagangan dalam negeri 
maupun luar negeri. 
3. Fungsi sebagai badan yang memiliki wewenang mengedarkan uang baik 
uang kartal maupun uang giral. 
 
Menurut Verrin Stuart yang dikutip dari Pandia,Frianto (2005:11) terdapat 
dua tugas bank yaitu sebagai berikut. 
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a. Sebagai perantara kredit, yakni bank memberikan kredit kepada pihak 
ketiga dan debitur yang berasal dari simpanan pihak ketiga. 
b. Menciptakan kredit, yakni meminjamkan dana yang tidak berasal dari 
dana milik masyarakat. 
 
Ada tiga bentuk atau operasi yang dilakukan bank menurut Pandia, 
Frianto (2005:11), yakni: 
a. operasi perkreditan secara aktif yakni tugas bank dalam rangka 
menciptakan atau memberikan kredit, 
b. operasi perkreditan secara pasif yaitu bank dalam menerima simpanan 
atau dana pihak ketiga yang dipercayakan pihak masyarakat, 
c. usaha bank sebagai perantara dalam pemberian kredit. 
 
2.5 Perkreditan 
2.5.1 Pengertian Kredit 
Kredit berasal dari bahasa yunani, credere (yang artinya “kepercayan” 
atau “amanat”) atau lebih dari bahasa latin, creditum (yang artinya hampir sama, 
“kepercayaan akan kebenaran” atau “amanat”). Jadi pada dasarnya seseorang 
yang memperoleh kredit sesungguhnya telah memperoleh kepercayaan dari 
orang atau lembaga pemberi kredit yang percaya jika dimasa akan datang orang 
yang diberi kredit mampu memenuhi segala sesuatu yang telah dijanjijkan.  
Kredit menurut Undang-Undang Perbankan No.10 tahun 1998 (pasal 
21:11) sebagai berikut: 
“kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan 
dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam 
antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam melunasi 
utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”. 
 
2.5.2 Tujuan dan Fungsi Kredit 
Di Negara-negara liberal, tujuan kredit di dasarkan pada usaha untuk 
memperoleh keuntungan sesuai dengan prinsip yang dianut oleh Negara yang 
bersangkutan, yaitu dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya untuk 
memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya. Ini sangat berbeda dengan filsafah 
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yang dianut di Indonesia yaitu Pancasila, yang harus disesuaikan dengan tujuan 
Negara yaitu untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur dan bukan 
semata-mata mencari keuntungan. 
Menurut Kasmir (2010:100), dalam prakteknya tujuan pemberian kredit 
adalah untuk: 
1) mencari keuntungan,  
2) membantu usaha nasabah, 
3) membantu pemerintah. 
Dengan demikian tujuan kredit yang diberikan oleh suatu bank yang akan 
mengemban tugas sebagai agent of development adalah untuk: 
1. turut mensukseskan program pemerintah di bidang ekonomi dan 
pembangunan, 
2. meningkatkan aktivitas perusahaan agar dapat menjalankan fungsinya 
guna menjamin  terpenuhinya kebutuhan organisasi, 
3. memperoleh laba agar kelangsungan hidup perusahaan terjamin dan 
dapat memperluas usahanya. 
 
Menurut  Bank Indonesia fungsi Kredit dibagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut.  
Bagi dunia usaha (termasuk usaha kecil) : 
1. sebagai sumber permodalan untuk menjaga kelangsungan atau  
meningkatkan usahanya,  
2. pengembalian kredit wajib dilakukan tepat waktu, diharapkan dapat 
diperoleh dari keuntungan usahanya. 
Bagi lembaga keuangan (termasuk bank) : 
1. menyalurkan dana masyarakat (deposito, tabungan, giro) dalam bentuk 
kredit kepada dunia usaha.  
 
Menurut Kasmir (2010 : 101), fungsi dari kredit adalah : 
1. untuk meningkatkan daya guna uang, 
2. untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang, 
3. untuk meningkatkan daya guna barang, 
4. meningkatkan peredaran barang, 
5. sebagai alat stabilitas ekonomi, 
6. untuk meningkatkan kegairahan berusaha, 
7. untuk meningkatkan pemerataan pendapatan, 
8. untuk meningkatkan hubungan internasional.  
2.5.3 Jenis-Jenis Kredit 
Menurut Kasmir (2010 : 103) jenis-jenis kredit yang diberikan oleh bank 
umum untuk masyarakat terdiri dari berbagai jenis kredit sebagai berikut. 
1. Kredit dilihat dari segi tujuannya 
a. Kredit konsumtif, yaitu kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara 
pribadi. 
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b. Kredit produktif, yaitu kredit yang diberikan untuk meningkatkan usaha 
atau produksi atau investasi. 
c. Kredit perdagangan, yaitu kredit yang diberikan kepada pedagang dan 
digunakan untuk membiayai aktivitas perdagangannya seperti untuk 
membeli barang  dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil 
penjualan barang dagang tersebut. 
2. Kredit dilihat dari jangka waktunya 
a. Kredit jangka pendek, yaitu kredit yang berjangka waktu maksimum 1 
tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja. 
b. Kredit jangka menengah, yaitu kredit yang berjangka waktu 1 sampai 3 
tahun dan biasanya digunakan untuk melakukan investasi. 
c. Kredit jangka panjang, yaitu kredit yang berjangka waktu lebih dari 3 
tahun. 
3. Kredit dilihat dari segi jaminannya 
a. Kredit tanpa jaminan, yaitu kredit yang diberikan tanpa jaminan barang 
atau orang tertentu. 
b. Kredit jaminan, yaitu kredit yang diberikan dengan menggunakan suatu 
jaminan. Jaminan tersebut dapat berupa barang berwujud atau tidak 
berwujud atau jaminan orang. 
4. Kredit dari segi kegunaanya 
a. Kredit modal kerja, yaitu kredit berjangka waktu pendek yang diberikan 
oleh suatu bank untuk membiayai kebutuhan modal kerja perusahaan 
sehingga dapat meningkatkan produksi dalam operasionalnya. 
b. Kredit investasi, yaitu kredit jangka menengah atau jangka panjang yang 
diberikan oleh suatu bank untuk melakukan investasi atau penanaman 
modal, yang ditujukan untuk memperluas usahanya atau membangun 
proyek/pabrik baru untuk keperluan rahabilitasi. 
 
2.5.4 Kegiatan Perkreditan 
Perkreditan merupakan kegiatan pembentukan asset bank. Menurut 
Kasmir (2010 : 109) terdapat prinsip-prinsip pemberian kredit yang dikenal 
dengan prinsip 5C yaitu sebagai berikut. 
a. Character, tujuannya adalah untuk memberikan keyakinan kepada bank 
bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit 
benar benar dipercaya. Character merupakan ukuran untuk menilai 
kemauan nasabah membayar kreditnya. 
b. Capacity, untuk melihat kemampuan calon nasabah dalam membayar 
kredit yang dihubungkan dengan kemampuannya mengelola bisnis serta 
kemampuannya mencari laba. Sehingga pada akhirnya akan terlihat 
kemampuannya dalam mengembalikan kredit yang disalurkan. 
c. Capital, untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki 
nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai bank. 
d. Collateral, merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang 
berupa fisik maupun non fisik. Fungsi jaminan adalah sebagai pelindung 
bank dari resiko kerugian. 
e. Condition of Economy, dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi 
ekonomi sekarang dan untuk di masa yang akan datang sesuai sektor 
masing-masing. 
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  Menurut Suyatno (2001: 53), menyatakan sistem dan prosedur pemberian 
kredit adalah sebagai berikut.  
a. Permohonan kredit 
Permohonan fasilitas kredit mencakup: 
a. permohonan baru untuk mendapat suatu jenis fasilitas kredit, 
b. permohonan tambahan suatu kredit yang sedang berjalan, 
c. permohonan perpanjangan atau perbaharuan masa kredit yang 
telah berakhir jangka waktunya, 
d. permohonan-permohonan lainnya untuk perubahan fasilitas 
kredit yang sedang berjalan. 
b. Penyidikan dan analisis kredit  
Yang dimaksud dengan penyidikan kredit adalah pekerjaan yang meliputi: 
a. wawancara dengan permohonan kredit (debitur), 
b. pengumpulan data yang berhubungan permohonan kredit yang 
diajukan nasabah, 
c. pemeriksaan atas kebenaran dan kewajiban mengenai hal-hal 
yang dikemukakan nasabah dan informasi lain yang diperoleh,  
d. penyusunan laporan seperlunya mengenai hasil penyidikan 
yang telah dilaksanakan. 
Sedangkan analisis kredit adalah pekerjaan yang meneliti: 
a. mempersiapkan pekerjaan-pekerjaan dari segala aspek, baik 
keuangan maupun non keuangan untuk mengetahui dapat atau 
tidaknya dipertimbangkan suatu permohonan kredit, 
b. menyusun laporan analisis yang diperlukan, yang berisi 
penguraian dan kesimpulan serta penyajian alternatif-alternatif 
sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan 
pimpinan atau permohonan kredit nasabah. 
c. Keputusan atas permohonan kredit 
Dalam hal ini yang dimaksud dengan keputusan adalah setiap tindakan 
pejabat yang berdasarkan wewenangannya berhak mengambil keputusan 
berupa menolak, menyetujui dan atau mengusulkan permohonan fasilitas 
kredit kepada pejabat yang lebih tinggi. 
d. Menolak permohonan kredit  
Penolakan permohonan dapat terjadi apabila : 
a. penolakan permohonan kredit yang secara nyata dianggap oleh 
bank secara teknis tidak memenuhi persyaratan, 
b. adanya keputusan penolakan dari direksi mengenai 
permohonan kredit. 
e. Persetujuan permohonan kredit 
Yang dimaksud dengan persetujuan permohonan kredit adalah keputusan 
Bank untuk menyetujui atau seluruh permohonan kredit dari calon debitur. 
Untuk melindungi kepentingan bank dalam pelaksanaan persetujuan 
tersebut, maka biasanya ditegaskan terlebih dahulu syarat–syarat fasilitas 
kredit dan prosedur yang harus ditempuh oleh nasabah, langkah-langkah 
yang harus diambil: 
1. surat penugasan persetujuan  permohonan kredit kepada 
pemohon, 
2. peningkatan jaminan, 
3. penandatanganan perjanjian kredit, 
4. informasi untuk bagian lain, 
5. pembayaran bea materai kredit. 
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6. asuransi barang jaminan, 
7. asuransi kredit. 
f. Pencairan fasilitas kredit 
Pencairan fasilitas kredit adalah setiap transaksi dengan menggunakan 
kredit yang telah disetujui oleh bank. Dalam prakteknya, pencairan krdit 
ini berupa pembayaran dan atau pemindah bukuan atau beban rekening 
pinjaman atas fasilitas lainnya. 
Bank hanya menyetujui pencairan kredit oleh nasabah bila syarat-
syarat yang harus dipenuhi nasabah telah dilaksanakan. Perlu diketahui 
bahwa peningkatan jaminan dan penandatanganan warkat-warkat kredit 
(perjanjian kredit) mutlak harus mendahului pencairan kredit. 
g. Pelunasan Fasilitas kredit 
Pelunasan kredit adalah dipenuhinya semua kewajiban nasabah terhadap 
bank yang berakibat hapusnya ikatan perjanjian kredit. 
 
2.6 Efektivitas 
2.6.1 Pengertian Efektivitas 
Beberapa ahli mendefenisikan efektifitas sebagai berikut. 
Menurut Randal J.Elder, Mark S Beasley, dan Alvin A. Arens (2010 : 824) 
menyatakan bahwa “in general, effectiviness refers to meeting objectives”. 
Sedangkan menurut Bhayangkara, IBK (2008:14), efektivitas 
didefenisikan “efektifitas dapat dipahami sebagai tingkat keberhasilan suatu 
perusahaan untuk mencapai tujuannya.” 
Sawyer, B Lawrence (2005:211) mendefenisikan efektivitas sebagai 
berikut : “efektifitas menekankan hasil aktual dari dampak atau kekuatan untuk 
menghasilkan dampak tertentu. Sesuatu bisa jadi efektif tetapi tidak efisien dan 
ekonomis”. 
 Dari beberapa pendapat ahli yang dikemukakan di atas,dapat disimpulkan 
 bahwa efektivitas mengacu pada pencapaian tujuan. Jadi pada dasarnya 
efektivitas akan selalu berhubungan dengan hasil operasi.Demikian pula dengan 
aktivitas pemberian kredit di bank, jika kita menginginkan untuk menilai apakah 
pemberian kredit telah dijalankan secara efektif, maka dapat nilai apakah 
pelaksanaan pemberian kredit tersebut telah mencapai sasaran tertentu. 
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2.6.2 Efektivitas Kegiatan perkreditan 
 Dalam suatu perusahaan efektivitas tak jarang menjadi tolak ukur 
keberhasilan. Dalam hubungannya dengan pemberian kredit, efektivitas 
merupakan salah satu hal yang penting yang perlu dipertimbangkan. Kegiatan 
perkreditan merupakan proses pembentukan asset bank yang berisiko karena 
dimiliki oleh pihak luar yaitu debitur. Dalam upaya untuk memperoleh keuntungan 
dari kegiatan perkreditan yang dijalankan bank maka bank harus menjamin 
bahwa kegiatan perkreditan telah berjalan dengan efektif dimana manajemen 
telah mampu mencapai sasaran kredit yaitu peningkatan tingkat kolektibilitas 
kredit (performance loan) dan penurunan jumlah kredit bermasalah (non 
performance loan). 
Menurut Siswanto Sutojo (2000:19), ada dua puluh  faktor intern bank 
penyebab kredit  bermasalah adalah sebagai berikut.  
1. Transaksi nilai jaminan yang lebih  tinggi dari nilai sebenarnya.  
2. Penarikan dana kredit oleh debitur sebelum dokumentasi kredit  
diselesaikan.  
3. Kredit diberikan tanpa pendapat dan  saran dari komite kredit atau  
diusulkan oleh petugas bank yang mempunyai hubungan persahabatan 
dengan debitur.  
4. Kredit diberikan kepada perusahaan  baru yang dikelola pengusaha yang 
belum berpengalaman.  
5. Penambahan kredit tanpa jaminan yang cukup.  
6. Berulangkali bank menigirimkan surat teguran tentang penunggakan 
pembayaran bunga, tanpa tindakan lanjutan yang berarti.  
7. Bank jarang mengadakan analisis  cash flows dan daya cicil debitur.  
8. Account officer  tidak sering meneliti status kredit.  
9. Tidak ada usaha bank untuk mengawasi penggunaan kredit, sehingga 
timbul kemungkinan debitur menggunakannya secara tidak sesuai 
dengan ketentuan perjanjian kredit.  
10. Komunikasi antara bank dengan debitur tidak berjalan lancar. 
11. Tidak ada rencana dan jadwal pembayaran kembali kredit yang tegas, 
atau tidak dilampirkan pada perjanjian kredit.  
12. Bank tidak dapat menerima neraca dan daftar laba/rugi debitur secara 
teratur. 
13. Tidak dapat merealisir jaminan kredit  karena debitur mengajukan 
berbagai macam argumen yuridis.  
14. Bank gagal menerapkan sistem dan prosedur tertulis mereka.  
15. Pimpinan puncak bank terlalu dominan dalam proses pengambilan 
keputusan pemberian kredit.  
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16. Bank mengabaikan terjadinya cerukan, walaupun sadar bahwa cerukan 
adalah salah satu tanda terganggunya kondisi keuangan debitur.  
17. Bank tidak berhasil meninjau kondisi fasilitas produksi milik debitur.  
18. Daftar keuangan dan dokumen pendukung  yang diserahkan kepada 
bank, telah direkayasa sebelumnya, tidak diaudit atau diverifikasi . 
19. Bank tidak memperhatikan laporan dari pihak ketiga yang bernada kurang 
menguntungkan debitur.  
20. Bank tidak berhasil menguasai jaminan secepatnya, ketika mereka 
mencium tanda-tanda bahwa kredit yang diberikan berkembang ke arah 
kredit bermasalah. 
 
Menurut Ismail (2010:218) ada beberapa faktor penyebab kredit bermasalah 
yang berasal dari intern bank adalah sebagai berikut. 
a. Analisis yang dilakukan  oleh pejabat bank yang kurang tepat, sehingga 
tidak dapat memprediksi apa yang akan terjadi dalam kurun waktu selama 
jangka waktu kredit. 
b. Adanya kolusi antara pejabat bank yang menangani kredit dengan 
nasabah, sehingga bank memutuskan kredit yang tidak seharusnya 
diberikan. 
c. Keterbatasan pengetahuan pejabat bank terhadap jenis usaha debitur, 
sehingga tidak dapat melakukan analisis kredit dengan tepat dan akurat. 
d. Campur tangan terlalu besar dari pihak terkait misalnya 
Komisaris,Direktur Utama Bank sehingga petugas tidak dapat independen 
dalam memutuskan kredit. 
e. Kelemahan dalam melakukan pembinaan dan monitoring kredit. 
Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa tinggi atau rendahnya 
tingkat kredit bermasalah sangat dipengaruhi oleh keefektifan kegiatan 
perkreditan yang dijalankan oleh bank, sehingga tingkat kredit bermasalah dapat 
digunakan sebagai alat analisa dalam menilai keefektifan kegiatan perkreditan. 
Kolektibilitas/kualitas kredit adalah penggolongan/pengelompokkan nasabah atau 
peminjam berdasarkan kemampuan nasabah/peminjam untuk membayar pokok 
dan bunga kredit yang telah diterimanya dari bank. 
Kualitas kredit menurut Peraturan Bank Indonesia No.9/6/PBI/2007 
tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum adalah sebagai berikut. 
1. Lancar, merupakan pembayaran tepat waktu, perkembangan rekening 
baik dan tidak ada tunggakan serta sesuai dengan persyaratan kredit. 
2. Dalam Perhatian Khusus, dimana terdapat tunggakan pembayaran pokok 
dan atau bunga sampai dengan 90 hari. 
3. Kurang lancar, dimana terdapat tunggakan pembayaran pokok dan bunga 
melampaui 90 hari sampai dengan 180 hari. 
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4. Diragukan, dimana terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau 
bunga melampaui 180 hari sampai dengan 270 hari. 
5. Macet, dimana terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga 
melampaui 270 hari. 
 
Non Performing Loan (NPL) merupakan kredit bermasalah yaitu kredit 
yang masuk ke dalam kategori Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet 
berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Besarnya rasio 
NPL suatu Bank ditentukan oleh kolektibilitas kreditnya karena rasio NPL adalah 
perbandingan antara kredit yang tidak lancar/bermasalah dengan jumlah kredit 
yang diberikan. Semakin rendah rasio NPL berarti semakin baik kualitas NPL. 
Jika kredit yang diberikan betul-betul tepat sasaran dan tepat guna, maka 
efektivitas kegiatan perkreditan akan tercapai dengan kata lain NPL yang dicapai 
akan rendah yaitu di bawah standar maksimal, yaitu 5% (Kasmir, 2003). 
Proses perkreditan yang baik diharapkan dapat menekan NPL sekecil 
mungkin. Tingkat NPL sangat dipengaruhi oleh kemampuan bank dalam 
menjalankan kegiatan perkreditan dengan baik, yaitu kegiatan pemberian kredit, 
administrasi dan pelaporan termasuk tindakan pemantauan (monitoring) setelah 
kredit disalurkan dan tindakan pengendalian bila terdapat indikasi penyimpangan 
kredit maupun indikasi gagal bayar. 
 
2.7      Tinjauan Penelitian Terdahulu  
Review penelitian terdahulu sangat membantu peneliti untuk dapat  
dijadikan sebagai data pendukung.  Salah satu data pendukung yang menurut 
peneliti perlu dijadikan bagian tersendiri adalah penelitian terdahulu yang relevan 
dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam penelitian ini. Dalam hal ini, 
fokus penelitian terdahulu yang dijadikan acuan adalah terkait dengan masalah 
audit operasional dibidang kegiatan perkreditan. Review penelitian ini 
memberikan rujukan mengenai daftar bacaan, teori serta pandangan dalam 
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memahami permasalahan  yang dihadapi. 
 Menurut penelitian yang dilakukan oleh Mesa Pramesari (2008) yang 
berjudul Audit operasional atas prosedur pemberian kredit untuk meningkatkan 
efektivitas dan efisiensi pada PT BNI (persero) Tbk wilayah 02 Padang, 
menyimpulkan bahwa struktur organisasi sudah cukup baik, hal ini karena 
pemisahan tugas dan wewenang dari masing-masing unit. Dengan adanya 
pemimpin wilayah yang didukung oleh pemimpin wilayah yang bertanggung 
jawab secara langsung terhadap pimpinan wilayah, dan dilaksanakannya audit 
operasional ternyata dapat dilihat bahwa pemberian kredit sudah sesuai dengan 
prosedur yang ada. Selain itu audit operasional dapat meningkatkan efektivitas 
dan efisiensi melalui saran dan rekomendasi yang diberikan oleh auditor dengan 
catatan manajemen harus melakukan tindak lanjut. Peran auditor tidak berhenti 
sampai disini tetapi auditor harus memonitor perkembangan pelaksanaan tindak 
lanjut perbaikan yang telah dilakukan. Ini membuktikan bahwa auditor tidak 
hanya sebatas menemukan masalah serta memberikan saran dan rekomendasi 
tetapi juga menekankan bagaimana pemberian kredit sesuai dengan prosedur 
yang ada sehingga pelaksanaan audit operasional terbukti dapat meningkatkan 
efektivitas dan efisiensi atas prosedur pemberian kredit. Metode penelitian 
dilakukan dengan survey melalui wawancara, studi lapangan melalui observasi, 
studi kepustakaan melalui memperbandingkan teori yang telah diperoleh dengan 
kenyataan kemudian dianalisa. 
Penelitian Voni Astasari (2011) mengenai peranan audit operasional 
dalam meningkatkan efektivitas kegiatan perkreditan (studi kasus pada Bank 
Nagari Cabang Utama Padang) menyimpulkan sebagai berikut. 
1. Divisi Pengawasan Bank Nagari melakukan audit operasional kegiatan 
perkreditan pada Bank Nagari Cabang Utama Padang dengan beberapa 
tahap yaitu sebagai berikut. 
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a. Persiapan Audit. Pada persiapan audit, kegiatan Auditor Internal 
Bank Nagari adalah meliputi penetapan penugasan, pemberitahuan 
audit dan penelitian pendahuluan. 
b. Penyusunan Program Audit. Program audit memuat tujuan audit, 
periode pemeriksaan, lingkup audit, data dan informasi dan audit 
prosedur. 
c. Pelaksanaan Penugasan Audit. Auditor internal kredit melakukan 
pemeriksaan pengendalian dan kemudian dilanjutkan dengan 
pemeriksaan kegiatan perkreditan yang telah dijalankan yang 
dimulai dari permohonan kredit sampai dengan kegiatan pembinaan 
dan pengawasan kredit. 
d. Tahap Pelaporan Hasil Audit. Auditor internal menganalisis temuan 
audit, mendiskusikan temuan dengan kepala Divisi Pengawasan, 
mengadakan exit meeting yaitu diskusi dengan auditee untuk 
mendengarkan tanggapan auditee mengenai temuan audit dan 
memperoleh komitmen perbaikan atas temuan audit, review konsep 
laporan oleh Kepala Divisi Pengawasan dan membuat Laporan 
Hasil Audit (LHA). 
e. Tahap Pengawasan Tindak Lanjut. Auditor internal memantau 
komitmen Bank Nagari Cabang Utama Padang dalam memperbaiki 
kekurangan yang ditemukan dalam pemeriksaan, menganalisis 
kecukupan tindak lanjut, dan melaporkan kepada Direktur Utama 
dan Dewan Komisaris atas tindak lanjut Bank Nagari Cabang 
Utama Padang yang melewati batas kesepakatan. 
2. Audit operasional atas kegiatan perkreditan pada Bank Nagari Cabang 
Utama Padang telah memadai dimana audit operasional telah dilakukan 
dengan proses yang sistematis yang mengacu pada Standar SPFAIB 
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(Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank). 
3. Audit operasional cukup berperan dalam meningkatkan efektivitas 
kegiatan perkreditan Bank Nagari Cabang Utama Padang dimana telah 
terjadi peningkatan kualitas kredit pada tahun 2010. Walaupun Bank 
belum mampu mencapai NPL dibawah batas maksimal yaitu 5% seperti 
ketentuan Bank Indonesia namun Performing Loan KMK telah meningkat 
dari 91% menjadi 93% yang artinya NPL Kredit Modal Kerja telah turun 
2% dibandingkan tahun sebelumnya. Dengan dilakukan audit operasional 
atas kegiatan perkreditan secara berkelanjutan yang berpedoman pada 
SPFAIB diharapkan Bank mampu untuk meningkatkan efektivitas 
kegiatan perkreditan dimana NPL dapat turun dan berada di bawah 5%. 
Menurut penelitian yang dilakukan oleh Sugandi Hidzriadi (2008) yang 
berjudul “Manfaat Audit Operasional Dalam Efektivitas Pemberian Kredit (studi 
kasus pada PT Bank Jabar Cabang Utama Bandung)” menyimpulkan hal sebagai 
berikut. 
1. Pelaksanaan audit operasional terhadap pemberian kredit pada PT Bank 
Jabar Cabang Utama telah memadai. Adapun faktor-faktor yang 
mendukung kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut. 
a. Auditor operasional bersifat independen,karena kedudukannya dalam 
status organisasi ada di bawah direksi sehingga dalam pelaksanaan 
tugasnya tidak mudah dipengaruhi dan objektivitas auditor yang 
memadai terlihat dari tidak terkaitnya auditor dalam prosedur 
perkreditan. 
b. Audit operasional cukup kompeten. Dengan pendidikan S1 yang 
menguasai auditing dan akuntansi. 
c. Program audit kredit dibuat secara tertulis. 
d. Terdapat tahapan-tahapan dalam melakukan audit operasional yaitu, 
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tahap pendahuluan, tahap audit mendalam dan tahap pelaporan hasil 
audit. 
e. Laporan hasil audit yang objektif telah memuat temuan-temuan hasil 
audit. 
f. Temuan-temuan audit dari laporan hasil audit dibahas dengan 
pimpinan cabang dan dijalankan sebagai dasar dalam tindak lanjut 
berikutnya. 
g. Dilakukan pemantauan atas tindak lanjut tersebut oleh auditor 
internal. 
h. Adanya rekomendasi atas temuan yang diberikan oleh auditor telah 
ditindak lanjuti oleh pihak direksi. 
2. Pemberian kredit pada PT Bank Jabar Cabang Utama bandung efektif. 
Hal tersebut didukung oleh: 
a. pemberian kredit yang dilakukan secara konsisten didasarkan pada 
prinsip-prinsip perkreditan yaitu prinsip 5c (character, capacity, 
capital, collateral and condition of economy), 
b. pemberian kredit dilakukan berdasar prosedur pemberian kredit yang 
telah ditetapkan. 
3. Audit operasional telah bermanfaat dalam efektivitas pemberian kredit di 
PT Bank Jabar Cabang Utama Bandung, yaitu: 
a. mendorong efektivitas dan efisiensi pemberian kredit. Efektif karna 
realisasi penerimaan kredit selalu mencapai target yang telah 
dianggarkan, pada tahun 2007 realisasi penerimaan kredit naik 
sebesar 4,27% dari yang dianggarkan, dan efisiensi karena biaya 
pemberian kredit yang tidak terlalu besar dan signifikan, di tahun 2007 
biaya dapat ditekan sebesar 5% dari yang dianggarkan, 
b. mendorong karyawan untuk mentaati hukum dan peraturan kredit, 
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c. sebagai partisipan risiko. Di tahun 2007 tingkat kredit yang kurang 
lancar hanya sebesar 2%, 
d. untuk mencapai keuntungan yang maksimal. 
Penelitian yang telah dijelaskan di atas dapat memberikan gambaran 
kepada peneliti mengenai bagaimana peran dan fungsi audit operasional dalam 
perusahaan serta menjadi data pendukung penelitian audit operasional kegiatan 
perkreditan namun dengan objek Bank yang berbeda dengan penelitian 
terdahulu yang akan dilakukan oleh peneliti. 
 
2.8  Kerangka Pemikiran 
Bank adalah lembaga keuangan yang memiliki peran yang cukup penting 
dalam pembangunan ekonomi suatu negara, hal ini bisa dilihat melalui definisi 
perbankan Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor:10 (1998:1:2), 
menyatakan bahwa : 
“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat 
dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam 
bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan 
taraf hidup rakyat banyak.” 
 
Sebagaimana tercantum dalam Undang-undang No. 10 tahun 1998 pasal 
1 ayat 2 tentang perbankan, di mana fungsi bank dapat dijabarkan dalam 3 hal, 
sebagai berikut. 
1. Bank sebagai penghimpun dana, yaitu bank menyimpan dana dari 
masyarakat dalam berbagai bentuk simpanan. 
2. Bank sebagai penyalur dana, yaitu bank menyalurkan dana dalam bentuk 
kredit atau pinjaman kepada masyarakat. 
3. Bank melaksanakan berbagai jasa yang diperlukan masyarakat dalam 
rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.  
 
35 
 
 
 
Masyarakat yang menyimpan uangnya di bank akan memperoleh balas 
jasa yang disebut dengan bunga simpanan, sedangkan masyarakat yang 
meminjam uang dari bank (debitur) dikenakan bunga atas pinjaman tersebut.  
Hal ini merupakan salah satu penghasilan yang paling potensial bagi pihak bank. 
Kredit menurut Undang-Undang Perbankan No.10 tahun 1998 (pasal 
21:11)sebagai berikut: 
“kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan 
dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam 
antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam melunasi 
utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”. 
 
  Sekarang ini prosedur dan persyaratan pemberian kredit  sangatlah 
mudah dan tidak mempersulit calon debitur,hal ini dilakukan agar masyarakat 
bisa dengan mudah mendapatkan dana,baik untuk investasi maupun untuk 
keperluan lainnya seperti yang diterapkan pada PT Bank Rakyat Indonesia 
(Persero) Tbk cabang utama Pinrang. 
Kegiatan  perkreditan merupakan proses pembentukan asset bank. Kredit 
merupakan asset bank yang memiliki risiko (risk asset) karena asset tersebut 
dikuasai pihak luar yaitu pihak debitur dan dana yang dipergunakan bank untuk 
dipinjamkan sebagian besar merupakan titipan masyarakat yang berbentuk 
deposito, tabungan, dan giro. Oleh karena itu Bank harus berusaha keras 
mengelola asset tersebut agar kualitas kredit menjadi sehat dalam arti produktif 
dan collectable sehingga bank dapat menjamin keamanan dana masyarakat 
yang telah disimpan di bank dan juga dapat memberikan kontribusi pendapatan 
yang besar bagi bank. 
Dalam aktivitas perkreditan, pengambilan keputusan dalam menentukan 
disetujui atau tidaknya suatu permohonan kredit adalah langkah terakhir dari 
tahap penyeleksian dan merupakan awal dari pelaksanaan atau realisasi kredit 
apabila permohonan kredit disetujui. Dalam hal ini manajemen akan sangat 
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berperan, karena pengambilan keputusan mengenai pemberian kredit dilakukan 
oleh manajemen. Bank harus berusaha meminimalisir risiko munculnya kredit 
bermasalah dengan jalan menjaga mutu kredit yang disalurkan. Bank Indonesia 
menyebutkan bahwa Non Peforming Loan’s tidak lebih dari 5% terhadap total 
baki debetnya. Ketentuan ini mengisyaratkan agar efektivitas bisnis perbankan 
bisa meningkat jika bank sebagai lembaga intermediasi mampu melaksanakan 
kegiatan perkreditan dengan menganut prinsip kehati-hatian (prudential 
principle). 
Untuk memastikan bahwa kegiatan operasional bank khususnya 
pemberian kredit telah berjalan dengan baik dan tepat sasaran sekaligus 
memberikan perbaikan atas segala kekurangan yang ditemukan dalam rangka 
meningkatkan efektivitas, maka bank perlu melakukan suatu pemeriksaan 
terhadap  kegiatan operasional yang dijalankan salah satunya melalui audit 
operasional. 
Defenisi audit operasional yang dikemukakan oleh Arens, Elder dan 
Beasley (2010:13) “an operational audit evaluated the efficiency and 
effectiveness of any part of an organization’s operating procedures and method”. 
Audit operational merupakan audit yang mengevaluasi efisiensi dan 
efektivitas prosedur dan metode dari setiap operasi organisasi. Hasil audit yang 
dilakukan oleh auditor diharapkan mampu memberikan masukan yang dapat 
meningkatkan efektivitas operasi perusahaan. Peningkatan efektivitas kegiatan 
perkreditan hanya dapat dicapai apabila kegiatan perusahaan berjalan sesuai 
dengan prosedur yang telah ditetapkan. 
Menurut Randal J.Elder, Mark S Beasley, dan Alvin A. Arens (2010 : 824) 
menyatakan bahwa “in general, effectiviness refers to meeting objectives”. 
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Sedangkan menurut Bhayangkara, IBK (2008:14), efektivitas 
didefenisikan “efektifitas dapat dipahami sebagai tingkat keberhasilan suatu 
perusahaan untuk mencapai tujuannya”. 
Sawyer, B Lawrence (2005:211) mendefenisikan efektivitas sebagai 
berikut : “efektifitas menekankan hasil aktual dari dampak atau kekuatan untuk 
menghasilkan dampak tertentu. Sesuatu bisa jadi efektif tetapi tidak efisien dan 
ekonomis”. 
 Dari beberapa pendapat ahli yang dikemukakan di atas,dapat disimpulkan 
 bahwa efektivitas mengacu pada pencapaian tujuan. Jadi pada dasarnya 
efektivitas akan selalu berhubungan dengan hasil operasi. 
Gambar 2.1 
Kerangka pemikiran 
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EFEKTIVITAS 
Audit Operasional Berperan dalam Meningkatkan Efektivitas Pemberian Kredit 
pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Utama Pinrang. 
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2.8 Hipotesis Penelitian 
 
 Sugiyono (2008:96) menyatakan hipotesis merupakan jawaban 
sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah 
telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara karena 
jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum 
didasarkan fakta-fakta empiris 
Bertolak dari teori dan tinjauan penelitian terdahulu, peneliti 
mengemukakan hipotesis bahwa audit operasional berperan dalam 
meningkatkan efektivitas pemberian kredit pada PT Bank Rakyat Indonesia 
(Persero)Tbk cabang utama Pinrang. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
3.1 Rancangan Penelitian 
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode deskriptif analisis. 
Jenis penelitian deskriptif yang digunakan adalah pendekatan studi kasus. 
dimana penelitian dilakukan pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 
cabang utama Pinrang mengenai peran audit operasional dalam meningkatkan 
efektivitas kegiatan perkreditan. Menurut Moh.Nazir (2003:63) mengemukakan 
bahwa: 
“penelitian studi kasus adalah penelitian tentang kasus subyek penelitian yang 
berkenaan dengan suatu fase spesifik atau khas dari keseluruhan personalitas. 
Data yang diperoleh dari hasil penelitian, diproses kemudian dianalisis serta 
diinterpretasikan dengan teori yang ada”.  
 
Metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk meneliti status 
kelompok manusia, suatu obyek, suatu kondisi dan suatu sistem pemikiran serta 
peristiwa yang akan terjadi  (Mohammad Nazir 2003:4). 
Menurut Sekaran Uma, Bougie, Roger (2009:105) tujuan penelitian 
deskriptif adalah studi yang dilakukan untuk mengetahui dan menjadi mampu 
untuk menjelaskan karakteristik variabel yang diteliti dalam suatu situasi. 
Tujuan dari suatu penelitian deskriptif adalah untuk membuat eksploratif 
gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-
fakta, sifat-sifat serta hubungan antara berbagai gejala yang akan diteliti.Peneliti 
berusaha mengumpulkan data dengan keadaan sebenarnya, menyajikan dan 
menganalisis data sehingga dapat memberikan gambaran yang cukup jelas atas 
objek yang diteliti. 
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3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 
Lokasi penelitian adalah letak dimana penelitian akan dilakukan untuk 
memperoleh data atau informasi yang diperlukan berkaitan dengan 
permasalahan penelitian. Adapun objek dan lokasi penelitian ini dilakukan di PT 
Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk cabang utama Pinrang yang berlokasi di 
jalan Jenderal Sudirman No. 237 kabupaten Pinrang. Penelitian ini dimulai dari 
bulan Desember 2013 sampai dengan Januari 2014.  
 
3.3 Populasi dan Sampel  
 Definisi  menurut Sekaran Uma (2009:121)  “populasi  adalah 
keseluruhan kelompok orang, kejadian, atau hal minat yang ingin peneliti 
investigasi”. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah auditor 
dan karyawan divisi kredit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk cabang 
utama Pinrang. 
Menurut Uma Sekaran (2009:123) “sampel adalah sebagian dari 
populasi. Sampel terdiri atas sejumlah anggota yang dipilih dari populasi.” 
Sampel harus mewakili populasi yang ada, pengambilan sampel harus dilakukan 
sedemikian rupa sehingga diperoleh sampel yang benar-benar dapat 
menggambarkan keadaan populasi yang sesungguhnya. Dalam penelitian ini 
sampel yang diambil sebanyak  32 orang yang terdiri atas 20 responden yang 
merupakan auditor internal PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk wilayah 
Makassar dan 12 responden yang merupakan karyawan keseluruhan divisi kredit 
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk cabang utama Pinrang.  
 
3.4 Jenis dan Sumber Data 
Jenis dan sumber data dari penelitian ini bersumber dari data primer yang 
didapat dari sumber asli atau tidak melalui media perantara dan data sekunder 
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yang diperoleh secara tidak langsung dari objek yang diteliti seperti struktur 
organisasi perusahaan, sejarah perusahaan, data kualitas modal kerja tahun 
2011 s.d 2013 yang telah terdokumentasi. Data primer dalam penelitian ini 
menggunakan kuesioner yang ditujukan kepada masing-masing responden. 
Sumber data berasal dari jawaban para auditor dan karyawan divisi kredit yang 
bekerja di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk cabang utama Pinrang. 
 
3.5 Teknik Pengumpulan Data 
Untuk memudahkan peneliti, dalam penelitian ini digunakan teknik-teknik 
pengumpulan data sebagai berikut. 
1. Penelitian Lapangan (Field research ),yaitu peninjauan langsung pada 
perusahaan yang diteliti untuk memperoleh data primer. Adapun kegiatan 
yang dilakukan yaitu membagikan kuesioner langsung pada auditor dan 
karyawan divisi kredit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk cabang 
utama Pinrang dengan harapan mereka akan memberikan respon atas 
daftar pertanyaan tersebut untuk mendapatkan data dan informasi yang 
diperlukan, 
2. Tinjauan Kepustakaan (Library Research) yaitu teknik pengumpulan data 
untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca dan 
mempelajari buku-buku, serta literatur-literatur yang ada hubungannya 
dengan masalah yang sedang diteliti yang berguna sebagai pedoman 
teoritis pada waktu melakukan penelitian lapangan dan untuk mendukung 
serta menganalisa data. 
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3.6 Operasionalisasi Variabel Penelitian 
Tabel 3.1 
Operasionalisasi variable 
 
3.7     Instrumen Penelitian 
Menurut Sugiyono (2008:102), menjelaskan “instrumen penelitian adalah 
suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang 
diamati” secara spesifik semua fenomena ini disebut variabel penelitian. 
Biasanya dikenal tiga alat penelitian yaitu daftar pertanyaan (angket), 
wawancara, dan observasi langsung. Alat untuk mengukur variabel-variabel 
dalam penelitian ini adalah kuesioner yang disebarkan kepada para auditor dan 
seluruh karyawan divisi kredit yang dijadikan sebagai responden. Dalam 
melakukan pengukuran atas jawaban dari kuesioner-kuesioner tersebut yang 
diajukan kepada responden, skala yang digunakan adalah skala ordinal. 
 
Variabel Indikator 
Skala 
Pengukuran 
Instrumen 
Audit 
operasional 
1. Independensi auditor 
internal 
2. Kompetensi auditor 
internal 
3. Ruang Lingkup 
a. Lingkungan 
pengendalian 
b. Penaksiran risiko 
c. Informasi dan 
komunikasi 
d. Pemantauan 
Ordinal 
 
Ordinal 
 
 
Ordinal 
 
Ordinal 
Ordinal 
 
Ordinal 
 
Kuesioner 
 
Kuesioner 
 
 
Kuesioner 
 
Kuesioner 
Kuesioner 
 
Kuesioner 
Pemberian 
kredit 
1. Prosedur pemberian kredit 
a. Ketaatan pada 
hukum dan 
peraturan 
pemberian kredit  
2. Prinsip penilaian 
permohonan kredit 
a. Efektifitas 
pemberian kredit 
 
Ordinal 
 
 
 
 
 
Ordinal 
 
Kuesioner 
 
 
 
 
 
Kuesioner 
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3.8 Analisis Data 
3.8.1 Olah Data Kuesioner  
Setelah data yang diperlukan terkumpul, maka peneliti melakukan analisis 
yang bertujuan untuk memberikan gambaran dan membahas secara sistematik 
dan akurat mengenai fakta yang diteliti dengan mengumpulkan, 
mengklasifikasikan, menyajikan serta menganalisis data dan menarik kesimpulan 
berdasarkan keadaaan yang terjadi pada perusahaan yang diteliti dengan 
pendekatan studi kasus. 
Metode analisis yang dipakai dalam penelitian ini adalah analisis statistik 
deskriptif dengan kriteria penilaian kuesioner menurut Dean J. Champion (Basic 
Statistic For Social Research), dan aplikasi SPSS v.20. Statistik deskriptif 
digunakan untuk memberikan deskripsi atas variabel-variabel penelitian secara 
statistik. 
“Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data 
dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul 
sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk 
umum atau generalisasi” (Sugiyono,2008:206). 
 
Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk mendeskripsikan 
atau menggambarkan data yang telah dikumpul sebagaimana adanya tanpa 
bermaksud untuk menarik kesimpulan yang berlaku secara generalisasi. Dalam 
statistik deskriptif, hasil jawaban responden akan dideskripsikan menurut masing-
masing variabel menggunakan program aplikasi SPSS v.20 yang kemudian 
dirata-ratakan ke dalam persen. 
Langkah langkah yang ditempuh peneliti dalam menganalisis data 
sebagai berikut. 
1. Jawaban “Ya” atas kuesioner menunjukkan audit operasional 
berperan dalam meningkatkan efektivitas pemberian kredit. 
2. Jawaban “Tidak” atas kuesioner menunjukkan: 
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a. pemberian kredit tidak efektif, 
b. audit operasional tidak berperan dalam meningkatkan efektivitas 
pemberian kredit. 
3. Jawaban “Ya” kemudian dijumlahkan dan dibuat persentase dengan 
jumlah pertanyaan menggunakan program spss V.20. 
 
 
 
4. Penilaian hasil persentase diklasifikasikan menurut ketentuan  
yang dikemukakan oleh Dean J. Champion dalam bukunya Basic 
Statistic For Social Research (1990: 302), yaitu: 
“the following crude maybe used to assess the general  strength of 
association coefficients: 
1. 0,00 – 0,25 = no association or low association (weak association) 
2. 0,26 – 0,50 = moderately low association (moderately weak 
 association) 
3. 0,51 – 0,70 = moderately high association (moderately strong 
 association 
4. 0,76 – 1,00 = high association (strong association) up to perfect 
 Association”. 
 
Pernyataan di atas dapat diartikan sebagai berikut. 
a. Kriteria penilaian kuesioner pelaksanaan audit operasional yang 
efektif. 
1. Audit operasional tidak memadai  = 0% - 25% 
2. Audit operasional kurang memadai = 26% - 50% 
3. Audit operasional cukup memadai = 51% - 75% 
4. Audit operasional memadai  = 76% - 100% 
b. Kriteria penilaian kuesioner system pengendalian pemberian kredit 
yang efektif. 
1. Pemberian kredit tidak efektif  =0%- 25% 
2. Pemberian kredit kurang efektif  = 26%-50% 
3. Pemberian kredit cukup efektif  = 51%-75% 
Persentase = 
 𝑗𝑎𝑤𝑎𝑏𝑎𝑛 "𝑌𝑎"
 𝑗𝑎𝑤𝑎𝑏𝑎𝑛 𝑘𝑢𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟
× 100% 
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4. Pemberian kredit efektif  = 76%-100% 
c. Kriteria penilaian kuesioner peran audit operasional dalam menunjang 
efektivitas kegiatan perkreditan.  
1. Audit operasional tidak berperan dalam meningkatkan 
efektivitas pemberian kredit = 0% - 25% 
2. Audit operasional kurang berperan dalam meningkatkan 
efektivitas pemberian kredit = 26% - 50% 
3. Audit operasional cukup berperan dalam meningkatkan 
efektivitas pemberian kredit = 51% - 75% 
4. Audit operasional berperan dalam meningkatkan efektivitas 
pemberian kredit.   = 75% - 100% 
 
3.8.2 Uji Kualitas Data 
1. Uji Validitas 
Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu 
kuesioner sebagai instrumen penelitian. Suatu kuesioner dikatakan valid jika 
pernyataan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan 
diukur oleh kuesioner tersebut. 
Pengujian dilakukan dengan menggunakan metode korelasi product 
moment pearson yang kemudian dibandingkan dengan r tabel. Apabila nilai 
korelasinya lebih besar dari r tabel, maka pernyataan tersebut dianggap valid. 
Jika nilai korelasinya lebih kecil dari nilai r tabel, maka pernyataan dianggap tidak 
valid dan harus dikeluarkan dari pengujian.  
2. Uji Reliabilitas  
Uji reliabilitas adalah alat ukur suatu kuesioner yang merupakan indikator 
dari variabel. Suatu kuesioner dikatakan reliable atau handal jika jawaban 
seorang terhadap pertanyaan adalah konsisten (dapat dipercaya) atau stabil. 
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Pengukuran reliabilitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
dengan menggunakan pengukuran one shot. Satu konstruk atau variabel 
dikatakan reliable jika memberikan nilai Cronbach Alpha>0.60. Perhitungan 
reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan program aplikasi SPSS V.20. 
 
3.9  Pengujian Hipotesis 
Setelah dilakukan uji validitas dan reliabilitas, selanjutnya pengujian 
hipotesis, dalam penelitian ini menggunakan uji statistik t. Hasil dari pengujian 
tersebut untuk mengetahui peran audit operasional dalam meningkatkan 
efektivitas kegiatan perkreditan pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 
cabang utama Pinrang. 
Pengujian dilakukan dengan tingkat signifikansi adalah 0,05 (α=5%). Jika   
nilai ≤ 0,05, maka hipotesis diterima yang berarti audit operasional memiliki peran 
signifikansi secara parsial dalam meningkatkan efektivitas kegiatan perkreditan. 
Sebaliknya, jika nilai ≥ 0,05, maka hipotesis ditolak yang berarti audit operasional 
tidak berperan dalam meningkatkan efektivitas kegiatan perkreditan. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN  
4.1 Gambaran Umum Perusahaan 
4.1.1 Sejarah Singkat Perusahaan 
 PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk cabang utama Pinrang resmi 
menjadi cabang pada tahun 1967 dengan nama pimpinan cabang pertama 
adalah Bapak Muhammad Abuila. Kantor PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) 
Tbk cabang utama Pinrang sendiri sebelumnya bergabung dengan PT Bank 
Rakyat Indonesia (Persero) Tbk cabang kota Pare-pare yang pada saat itu 
membawahi daerah Kabupaten Sidrap, Barru dan Pinrang yang disebut dengan 
Kantor Kas Bank (KKB). Sampai saat ini PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) 
Tbk cabang utama Pinrang telah mempunyai 14 (empat belas) unit kerja yang 
tersebar di seluruh kecamatan yang ada di kabupaten Pinrang. 
4.1.2 VISI dan MISI Perusahaan 
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (Persero) Tbk cabang utama Pinrang 
memiliki visi dan misi sebagai berikut. 
1. VISI 
Menjadi Bank komersial terkemuka yang selalu mengutamakan 
kepuasan nasabah. 
2. MISI 
1. Melakukan kegiatan perbankan yang terbaik dengan mengutamakan 
pelayanan kepada usaha mikro, kecil dan menengah untuk 
menunjang peningkatan ekonomi masyarakat. 
2. Memberikan pelayanan prima kepada nasabah melalui jaringan kerja 
yang tersebar luas dan didukung oleh sumber daya manusia yang 
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profesional dan teknologi informasi yang handal dengan 
melaksanakan manajemen risiko serta praktek Good Corporate 
Governance (GCG) yang sangat baik. 
3. Memberikan keuntungan dan manfaat yang optimal kepada pihak-
pihak yang berkepentingan (stakeholders). 
4.1.3 Aktivitas Usaha Perusahaan 
Secara umum PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk cabang utama 
Pinrang didirikan dengan maksud untuk membantu dan mendorong pertumbuhan 
perekonomian dan pemerataan pembangunan daerah di segala bidang dan 
sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. PT Bank Rakyat Indonesia 
(Persero) Tbk cabang utama Pinrang didirikan dengan tujuan untuk 
meningkatkan taraf hidup rakyat, khususnya masyarakat yang ada di Kabupaten 
Pinrang. 
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk cabang utama Pinrang 
mempunyai berbagai bidang usaha yang secara garis besar dapat dibagi 
tiga,yaitu sebagai berikut. 
1. Bidang Simpanan 
a. Tabungan 
a) Tabungan britama 
b) Simpedes  
c) Tabungan britama dollar 
d) Britama bisnis 
e) Britama rencana 
f) Britama valas 
g) Britama junio 
h) Tabunganku  
b. Deposito 
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c. Giro 
2. Bidang Pinjaman 
a. Pinjaman kupedes 
b. Pinjaman ritel 
a) Kredit modal kerja 
b) Kredit investasi 
c) Kredit agunan kas 
d) Kredit BRI Guna 
e) Kredit waralaba 
c. Pinjaman  agribisnis 
d. Kredit usaha rakyat 
a) KUR BRI 
3. Jasa Bank 
a. Jasa kliring 
b. Jasa bank garansi 
c. Remintance 
d. Jasa SKBDN 
e. Bill payment 
f. Jasa penerimaan setoran (pajak) 
g. Transaksi online 
h. Transfer dan LLG 
i. Spp online 
j. E-Banking 
k. Treasury  
4.1.4 Struktur Organisasi Perusahaan  
Struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap 
bagian serta posisi yang ada pada organisasi atau perusahaan dalam 
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menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan. Struktur organisasi 
menggambarkan dengan jelas pemisahan tanggungjawab kerja antara yang satu 
dengan yang lain dan bagaimana fungsi dan aktivitas dibatasi. Dengan demikian 
kegiatan yang beraneka ragam dalam perusahaan disusun secara teratur 
sehingga tujuan  yang ditetapkan oleh perusahaan dapat dicapai dengan baik. 
 Bentuk struktur organisasi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 
cabang utama Pinrang adalah line and staff organization. Sesuai dengan SK 
No.Kep.SUU/1650/1977 tanggal 19 September 1977 mengenai Pokok-Pokok 
Organisasi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk maka struktur organisasi 
digambarkan dalam bentuk bagan yang memperlihatkan hubungan-hubungan 
dan garis wewenang yang ada sebagai berikut: 
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Gambar 4.1 
Struktur organisasi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk cabang utama Pinrang 
 
         
 Sumber: Bagian SDM PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk cabang utama Pinrang,Desember 2013 
Catatan; 
 ***) Terdapat Teras BRI 
1. Unit Suppa = Teras Lero 
2. Unit Pekkabata = Teras Pasar Pekkkabata 
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4.2  Prosedur Pelaksanaan Perkreditan 
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk cabang utama Pinrang  
merupakan Bank yang salah satu kegiatannya adalah menyediakan fasilitas 
pemberian kredit kepada nasabah. Dalam hal ini berbagai keputusan serta 
Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku disesuaikan dengan 
ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 31 tentang 
Akuntansi Perbankan yang diterbitkan Bank Indonesia. 
Untuk memperoleh kredit, ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan 
dan dipenuhi oleh pemohon kredit sesuai dengan aturan dan ketetapan yang 
telah diatur oleh Bank. Di bawah ini peneliti akan berusaha menjelaskan 
prosedur pemberian kredit secara terinci pada PT Bank Rakyat Indonesia 
(Persero) Tbk cabang Utama Pinrang, yaitu sebagai berikut. 
1. Tahap pengajuan atau permohonan kredit 
Pada tahap ini, calon debitur mengajukan kredit ke customer service PT 
Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk cabang utama Pinrang lalu 
customer service memberikan formulir yang harus diisi oleh calon 
debitur. Hal-hal yang diperhatikan dan dilaksanakan oleh setiap pejabat 
kredit PT Bank Rakyat Indonesia  (Persero) Tbk cabang utama Pinrang 
dalam menerima suatu permohonan kredit adalah sebagai berikut. 
a. Surat permohonan diajukan secara tertulis oleh calon debitur 
diantaranya mencantumkan secara jelas tujuan surat, tanggal 
surat, data calon debitur dan maksud permohonan. 
b. Surat permohonan harus ditandatangani oleh pihak yang 
berwenang. 
c. Setiap penerimaan permohonan dicatat pada buku registrasi dan 
diberikan nomor register, serta didisposisi oleh pejabat Bank yang 
berwenang untuk tindak lanjut. 
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2. Tahap penyelidikan dan analisis kredit 
Atas dasar permohonan yang telah diajukan, pihak PT Bank Rakyat 
Indonesia (Persero) Tbk cabang utama Pinrang melakukan penyelidikan 
dan mencari informasi mengenai calon debitur, melalui wawancara 
dengan calon debitur, maupun dengan melakukan peninjauan langsung 
ke tempat usaha pemohon untuk memeriksa kebenaran mengenai hal-
hal yang dikemukakan nasabah. Kemudian analisa atas permohonan 
kredit usaha calon debitur yang dilakukan oleh PT Bank Rakyat 
Indonesia (Persero) Tbk cabang utama Pinrang menggunakan prinsip 
5C agar diperoleh kepastian bahwa kredit tersebut benar-benar tepat 
guna dan sasaran. 
3. Penyampaian aplikasi kredit kepada pemutus kredit  
     Dalam tahap ini telah didapat kesimpulan dari tahap analisa kredit yang 
merupakan suatu pendapat dan saran yang disampaikan kepada 
pemutus kredit di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk cabang 
utama Pinrang (dalam hal ini pimpinan cabang).  
4. Persetujuan permohonan kredit  
Apabila prosedur tidak disetujui, maka semua berkas calon debitur akan 
dikembalikan. Tetapi apabila prosedur disetujui, maka akan ditindak 
lanjuti.  
5. Perjanjian kredit  
Permohonan kredit disetujui, selanjutnya dibuatkan Surat Keputusan 
Kredit dari Administrasi Kredit (ADK) PT Bank Rakyat Indonesia 
(Persero) Tbk cabang utama Pinrang. Setelah itu, Administrasi Kredit 
(ADK) melakukan persiapan perjanjian kredit dengan menyiapkan 
dokumen perjanjian kredit. 
6. Pencairan kredit  
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Pada tahap ini, ADK PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk cabang 
utama Pinrang membuat instruksi pencairan kredit (IPK) untuk 
diserahkan ke Pinca, oleh Pinca instruksi pencairan kredit itu diperiksa 
dan jika setuju maka instruksi pencairan kredit tersebut ditandatangani. 
Setelah penandatanganan selesai,maka ADK melakukan realisasi dana 
ke rekening debitur. Kemudian ADK mengisi slip penarikan kredit 
sebesar nominal yang diminta nasabah sesuai perjanjian kredit yang 
kemudian diserahkan ke teller untuk dilakukan pencairan dana kredit. 
Dan pada akhirnya Debitur dapat langsung menggunakan dana tersebut 
untuk menunjang kegiatan usahanya. 
 
4.3  Pelaksana Audit Operasional 
 Audit operasional PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk cabang 
utama Pinrang dilaksanakan sepenuhnya oleh tim Satuan Kerja Audit Intern 
(SKAI) yang status organisasinya berada dibawah Direktur Utama sehingga 
auditor internal mempunyai kedudukan khusus dalam perusahaan, yaitu 
merupakan yang independen dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur 
Utama dan mempunyai hubungan fungsional dengan Dewan Komisaris melalui 
Komite Audit. Didalam melaksanakan aktivitasnya SKAI  tidak terlibat langsung 
dalam aktivitas perancangan, penerapan dan pengoperasian perusahaan yang 
dapat menghambat independensinya sehingga penilaian terhadap pengendalian 
dilakukan dengan objektif dan independen. Laporan audit mengungkapkan 
kelemahan yang terjadi, rekomendasi perbaikan, serta keberhasilan yang telah 
dicapai sehingga pengendalian yang dijalankan perusahaan PT Bank Rakyat 
Indoneisa (Persero) Tbk cabang utama Pinrang akan semakin baik di masa yang 
akan datang. 
 Auditor internal PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk khususnya yang 
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bertugas di kantor Inspeksi Makassar memiliki kecakapan dan keahlian dalam 
bidang pemeriksaan atas fakta pemberian kredit, dan berbagai disiplin ilmu 
pengetahuan tentang auditing yang diperlukan untuk melaksanakan 
tanggungjawab atas kualitas hasil audit dan mengembangkan kompetensi 
sebagai seorang auditor internal,ini tercermin dari kebijakan yang diambil oleh 
perusahaan yang terus menerus meningkatkan kualitas auditor internal yang 
dimiliki dengan memberikan kesempatan untuk melanjutkan jenjang pendidikan 
ataupun mengikuti pelatihan-pelatihan mengenai berbagai masalah yang biasa 
terjadi di dunia perbankan. Oleh karena itu dapat dipahami bahwa seorang 
auditor yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang memadai akan lebih 
memahami dan mengetahui berbagai masalah secara lebih mendalam dan lebih 
mudah dalam mengikuti perkembangan yang semakin kompleks dalam 
lingkungan audit perusahaan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. 
 
4.4  Pelaksanaan Audit Operasional Kredit  
Secara khusus ruang lingkup sistem pengendalian internal kegiatan 
perkreditan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk cabang utama Pinrang 
adalah sebagai berikut. 
1. Pengawasan dan Pengendalian Oleh Manajemen 
Agar aktivitas pengendalian kredit berjalan dengan baik, maka PT Bank 
Rakyat Indonesia (Persero) Tbk cabang utama Pinrang melakukan berbagai 
macam pengendalian, baik menerapkan aturan berupa tindakan tegas terhadap 
karyawan yang tidak jujur maupun pelanggaran yang menyangkut berbagai hal 
yang dapat menimbulkan kerugian pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) 
Tbk cabang utama Pinrang. Proses pemberian fasilitas kredit penuh dengan 
pengawasan yang ketat,karena kegiatan ini merupakan pengamanan terhadap 
asset Bank yang disalurkan dalam bidang perkreditan yang notabennya dikuasai 
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oleh pihak luar (debitur). Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian yang 
dilakukan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk cabang utama Pinrang yaitu: 
1. pengawasan manajemen bagian SDM kredit yang mencakup 
penugasan, pendidikan dan pelatihan personil pengelola kredit, 
2. pengawasan terhadap kepatuhan syarat-syarat administratif dan 
kelayakan usaha yang harus dipatuhi untuk mendapatkan fasilitas kredit, 
3. proses analisis dan putusan pemberian fasilitas kredit dilaksanakan 
secara berjenjang oleh pejabat kredit yang berbeda sesuai dengan 
kewenangan dan tanggungjawab masing-masing. Dalam struktur 
organisasi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk cabang utama 
Pinrang tergambar adanya pemisahan tugas yang memadai, 
4. pembinaan dan pengawasan terhadap pemberian fasilitas kredit 
merupakan suatu upaya PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 
cabang utama Pinrang untuk membantu nasabah dalam mengelola 
kredit yang telah diterimanya secara tepat dengan cara memberikan 
bimbingan maupun pengarahan agar usaha nasabah dapat berkembang 
sebagaimana tujuan pemberian fasilitas kredit dan pengembalian kredit 
dapat tercapai dengan tepat waktu. 
Di dalam melakukan pengawasan dan kultur pengendalian, para tim SKAI 
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk cabang utama Pinrang memiliki 6 
subkomponen penilaian yang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan 
oleh The Committee Of Sponsoring Organization (COSO) yaitu sebagai berikut. 
a. Integritas dan nilai etika. 
b. Komitmen terhadap kompetensi. 
c. Partisipasi dewan direksi atau dewan audit. 
d. Filisofi manajemen dan gaya operasi. 
e. Struktur organisasi. 
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f. Penetapan wewenang dan tanggungjawab. 
g. Kebijakan dan pelatihan sumber daya manusia. 
Aktivitas pengendalian lainnya yang dilakukan oleh PT Bank Rakyat Indonesia 
(Persero) Tbk cabang utama Pinrang dalam proses audit operasional meliputi: 
a. pemisahan tugas yang memadai, 
b. pendelegasian wewenang secara wajar atas transaksi dan aktivitas kredit, 
c. dokumen prosedur dan pencatatan kredit yang memadai, 
d. pengendalian fisik atas asset dan catatan-catatan selama kredit 
berlangsung, 
e. pemeriksaan pekerjaan secara independen oleh tim SKAI PT Bank 
Rakyat Indonesia (Persero) Tbk,  
2. Identifikasi dan Pengendalian Risiko 
Untuk mengantisipasi atau menghindari adanya kredit bermasalah di 
masa mendatang, maka PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk cabang utama 
Pinrang melakukan langkah-langkah yang ditujukan kepada debitur, yaitu: 
a. melihat 5C dari debitur secara periodic, 
b. bank melakukan penagihan secara terus-menerus, 
c. eksekusi agunan debitur secara selektif. 
3. Sistem Akuntansi, Informasi Dan Komunikasi 
Dalam melaksanakan audit operasional, tim SKAI PT Bank Rakyat 
Indonesia (Persero) Tbk menggunakan berbagai jenis data untuk dijadikan bahan 
analisis dan evaluasi atas aktivitas perkreditan. Seperti data struktur organisasi 
dan data pegawai dari unit kerja yang terkait dalam kegiatan perkreditan,data 
master kredit dari Divisi Teknologi Informasi dan akuntansi, dan data lainnya dari 
hasil pemeriksaan pasif oleh auditor yang ditunjuk dalam uraian tugas dan 
tanggungjawab para auditor serta data hasil audit tahun-tahun sebelumnya. PT 
Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk cabang utama Pinrang juga menetapkan 
58 
 
 
 
plafond kredit atau batas maksimum pemberian kredit untuk menghindari 
ketidaksanggupan debitur untuk membayar pinjaman beserta bunganya. 
4. Kegiatan Pemantauan dan Tindakan Koreksi Penyimpangan/Kelemahan 
Pemantauan merupakan proses penetapan kualitas kinerja pengendalian  
internal sepanjang waktu. Analis kredit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 
cabang utama Pinrang melakukan pemantauan minimal 1 kali dan maksimal 12 
kali dalam satu tahun yang hasilnya dilaporkan langsung ke pimpinan cabang. 
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk cabang utama Pinrang memiliki 
struktur pengendalian internal yang memadai dalam perkreditan untuk mencegah 
adanya penyalahgunaan wewenang. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 
cabang utama Pinrang juga menerapkan persyaratan tertentu untuk menjamin 
keamanan atas kredit usaha tersebut. Hal ini membuktikan bahwa sistem 
pengendalian internal pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk cabang 
utama Pinrang telah sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 
tahun 1998 dan teori-teori yang ada sehingga dapat mendorong tercapainya 
pemberian kredit yang efektif. 
Tim SKAI sebagai pelaksana audit operasional PT Bank Rakyat 
Indonesia (Persero) Tbk cabang utama Pinrang melakukan audit operasional 
kredit dalam rangka menjaga dan meningkatkan efektivitas pencapaian kegiatan 
perkreditan. Pelaksanaan audit operasional kredit yang dilakukan PT Bank 
Rakyat Indonesia (Persero) Tbk cabang utama Pinrang terdiri dari beberapa 
tahap, yaitu sebagai berikut. 
1. Persiapan Audit 
Persiapan audit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk cabang utama 
Pinrang pada tahap ini meliputi tiga hal sebagai berikut. 
a. Penetapan penugasan  
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Dilakukan sebagai dasar untuk melakukan audit yang disampaikan 
langsung kepada ketua dan tim audit dalam bentuk surat penugasan, 
yang antara lain menetapkan ketua dan tim  audit, waktu yang diperlukan 
serta tujuan audit seperti berikut. 
1. Untuk memastikan prinsip pemisahan tugas dan tanggungjawab 
atas fungsi pemasaran dan analisis kredit dan fungsi administrasi 
laporan telah diterapkan. Dan struktur organisasi kredit telah 
menggambarkan secara spesifik garis kewenangan dan 
tanggungjawab setiap fungsi yang ada pada divisi kredit. 
2. Penempatan personil kredit telah dilakukan berdasarkan 
pertimbangan kompetensi (pengetahuan dan keahlian) sesuai 
dengan jabatan dan tugas. 
3. Pengelolaan kredit telah didukung dengan sistem pengendalian 
yang cukup serta telah sesuai dengan kebijakan perkreditan bank, 
pedoman pelaksanaan kredit, dan ketentuan-ketentuan ekstern 
yang terkait dengan kredit. 
b. Pemberitahuan audit  
Pelaksanaan pemeriksaan kredit dilengkapi dengan surat pemberitahuan 
audit yang disampaikan kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) 
Tbk cabang utama Pinrang sebelum audit dilaksanakan yang isinya 
mengemukakan hal sebagai berikut. 
1. Penegasan kembali wewenang auditor Internal Kredit (SKAI) 
untuk melakukan audit kredit. 
2. Rencana pertemuan awal dengan kepala satuan kerja audit. 
3. Susunan ketua dan anggota tim. 
4. Informasi/data serta dokumen yang diperlukan. 
c. Penelitian Pendahuluan 
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Penelitian pendahuluan dilakukan untuk mengenal dan memahami 
setiap kegiatan atau fungsi audit secara umum sehingga audit dapat 
difokuskan pada hal-hal yang strategis sehingga auditor dapat 
merumuskan tujuan audit secara lebih jelas. 
Pada tahap ini, berikut prosedur yang dijalankan auditor internal kredit.  
1. Organisasi 
a) Memahami struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi-fungsi 
pada unit kerja kredit. 
b) Memahami alur kerja satuan-satuan kerja yang terkait dengan 
pengelolaan kredit. 
2. Manajemen SDM kredit dan implementasi kredit 
a) Memahami kebijakan dan prosedur pengelolaan SDM kredit yang 
mencakup pengembangan, mutasi/rotasi dan terminasi, standar 
penilaian karya dan remunerasi. 
b) Memahami kebijakan dan prosedur pemberian kredit serta 
pengikatan hubungan kerja dengan pihak-pihak lain yang terkait 
dengan pengelolaan kredit. 
Persiapan audit yang dijalankana pada PT Bank Rakyat Indonesia 
(Persero) Tbk cabang utama Pinrang telah memadai dimana sebelum melakukan 
pemeriksaan kredit, tim SKAI PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk terlebih 
dahulu menerima surat penugasan untuk melakukan pemeriksaan kegiatan 
perkreditan yang pada dasarnya merupakan legalitas formal, kemudian 
menyampaikan surat pemberitahuan tersebut kepada PT Bank Rakyat Indonesia 
(Persero) Tbk cabang utama Pinrang bahwa akan dilakukan pemeriksaan (audit) 
sehingga diharapkan mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk 
kepentingan audit. 
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Tim SKAI PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk juga melakukan 
penelitian pendahuluan guna lebih memahami unit kerja yang akan diauditnya 
seperti; wewenang, peraturan  struktur organisasi, tanggungjawab pihak-pihak 
terkait dengan perkreditan, kebijakan, pedoman perkreditan bank, aspek legal 
dan ketentuan lainnya yang terkait. 
2.    Penyusunan Program Audit 
Berdasarkan penelitian pendahuluan yang telah dilakukan oleh tim SKAI 
maka disusunlah program audit yang akan dilakukan selama pemeriksaan kredit 
yang didasarkan atas tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, jangka waktu 
pemeriksaan serta informasi aspek-aspek teknis, risiko, dan transaksi-transaksi 
yang harus diuji termasuk pengelolaan data elektronik  kegiatan perkreditan PT 
Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk cabang utama Pinrang. 
Tim SKAI PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk menyusun program 
audit dimaksudkan agar pelaksanaan tugas audit dapat mencapai tujuan yang 
telah ditetapkan dengan penggunaan sumber daya yang seefisien dan seefektif 
mungkin. 
3. Pelaksanaan Penugasan Audit  
A. Pemeriksaan Pengendalian 
Pada tahap ini pemeriksaan pengendalian pada PT Bank Rakyat 
Indonesia (Persero) Tbk cabang utama Pinrang meliputi hal berikut. 
1. Evaluasi pengendalian 
Tim SKAI melakukan evaluasi atas efektivitas organisasi kredit, 
kebijakan dan prosedur manajemen SDM dan kebijakan dan 
prosedur pelaksanaan kredit apakah telah sesuai dengan tujuan 
yang ditetapkan pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 
cabang utama Pinrang. 
2. Uji pengendalian 
62 
 
 
 
a. Organisasi. Tim SKAI PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) 
Tbk melakukan pengujian langsung kepada pihak-pihak 
yang terkait dengan perkreditan untuk menilai apakah pihak-
pihak yang terkait dalam organisasi kredit telah 
melaksanakan kegiatannya sesuai dengan peran masing-
masing. 
b. Manajemen SDM kredit dan Implementasi Kredit. Tim SKAI 
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk melakukan 
pengujian terhadap manajemen SDM kredit dan 
pelaksanaan kegiatan kredit telah sesuai degan ketentuan 
yang berlaku pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 
cabang utama Pinrang. 
3. Uji Terinci 
Tim SKAI PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk melakukan 
pengujian terinci dengan menganalisis fungsi/peran yang terkait 
dengan kegiatan perkreditan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) 
Tbk cabang utama Pinrang. 
B. Pemeriksaan Pengelolaan kredit  
Pada tahap ini tim SKAI PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 
melakukan pemeriksaan lebih mendalam yang berkaitan langsung 
dengan pengelolaan kredit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 
cabang utama Pinrang yang meliputi 6 hal berikut. 
a. Penilaian kecermatan informasi kredit yang berkaitan dengan 
perhitungan bunga. 
b. Pemeriksaan kelengkapan transaksi melalui rekonsiliasi yang 
menyeluruh antara pinjaman yang diberikan untuk setiap jenis 
dengan pendapatan bunga. 
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c. Pengecekan keberadaan dan keabsahan pinjaman dengan cara: 
a) mencocokkan data master file kredit ke kredit file, 
b) menentukan apakah nasabah tidak termasuk dalam black list 
yang dikeluarkan oleh pihak pt bank rakyat indonesia (persero) 
tbk cabang utama Pinrang, 
c) memeriksa otorisasi atas pemberian kredit sesuai dengan 
ketentuan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk cabang 
utama Pinrang, 
d) memastikan penilaian kredit dilakukan secara seksama (5C) 
dengan mereview laporan hasil penilaian kredit yang dibuat 
oleh analis kredit, 
e) memeriksa apakah pemberian kredit kepada nasabah tidak 
melebihi batas maksimum pemberian kredit.  
d. Pemeriksaan agunan yang telah diberikan memang benar-benar 
milik nasabah yag bersangkutan dan telah dilengkapi dengan 
surat kuasa dan juga pemeriksaan dilakukan terhadap dokumen-
dokumen asli dari pemilik agunan telah dikuasai oleh PT Bank 
Rakyat Indonesia(Persero) Tbk cabang utama Pinrang. 
e. Pengawasan kredit. 
f. Pemeriksaan terhadap nilai pinjaman. 
Hasil temuan tim SKAI PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 
selanjutnya dikumpulkan dan didokumentasikan dalam bentuk ikhtisar hasil audit. 
Ikhtisar hasil audit ini menjelaskan keadaan yang terjadi pada PT Bank Rakyat 
Indonesia (Persero) Tbk cabang utama Pinrang dan juga disertai rekomendasi 
oleh tim SKAI (auditor internal) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. 
4. Pelaporan Hasil Audit 
Sebelum Laporan Hasil Audit (LHA) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) 
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Tbk cabang utama Pinrang diterbitkan, tim SKAI terlebih dahulu melakukan exit 
meeting dengan pimpinan cabang yang membahas hasil temuan audit dan waktu 
penyelesaian (perbaikan) atas temuan tersebut,setelah itu dilakukan review 
konsep laporan oleh ketua tim SKAI dan selanjutnya tim SKAI membuat laporan 
hasil audit (LHA) yang mencakup seluruh pemeriksaan kegiatan operasional PT 
Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk cabang utama Pinrang yang 
ditandatangani atau disetujui langsung oleh Direktur Utama PT Bank Rakyat 
Indonesia (Persero) Tbk. 
5. Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Audit 
Laporan tindak lanjut hasil audit merupakan respon PT Bank Rakyat 
Indonesia (Persero) Tbk cabang utama Pinrang atas laporan hasil audit (LHA) 
yang telah diterbitkan. Pengawasan tindak lanjut audit ini meliputi tiga hal berikut. 
a. Pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut 
Pemantauan ini dilakukan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 
pusat untuk mengetahui perkembangan dan mengingatkan PT Bank 
Rakyat Indonesia (Persero) Tbk cabang utama Pinrang bila belum 
dapat menyelesaikan komitmen perbaikan sampai dengan batas 
waktu yang telah ditentukan pada saat exit meeting. 
b. Analisis kecukupan tindak lanjut 
Analisis ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana realisasi janji 
perbaikan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk cabang utama 
Pinrang telah dilaksanakan. Selain itu, analisis ini juga digunakan 
untuk mengetahui hambatan yang menyebabkan tindak lanjut 
tersebut tidak dapat dilakukan sebagaimana mestinya. 
c. Laporan tindak lanjut 
Perbaikan atas LHA yang telah dilakukan oleh PT Bank Rakyat 
Indonesia (Persero) Tbk cabang utama Pinrang selanjutnya 
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dilaporkan dalam bentuk Laporan Hasil Audit (LHA) kepada ketua 
SKAI guna dianalisis kecukupan perbaikan yang telah dilakukan. Bila 
tindak lanjut tidak dilaksanakan oleh PT Bank Rakyat Indonesia 
(Persero) Tbk cabang utama Pinrang maka SKAI dapat memberikan 
laporan tertulis kepada direktur utama PT Bank Rakyat Indonesia 
(Persero) Tbk untuk ditindaklanjuti. 
 PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk cabang utama Pinrang 
memberikan respon yang baik terhadap hasil temuan dan saran perbaikan yang 
diberikan oleh tim SKAI PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Laporan tindak 
lanjut hasil audit merupakan respon PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 
cabang utama Pinrang terhadap laporan hasil audit yang telah dikirimkan oleh 
tim Divisi. 
 
4.5  Analisis Efektivitas Kegiatan Perkreditan 
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk cabang utama Pinrang selalu 
berupaya mentaati setiap peraturan dan hukum kredit yang berlaku baik 
peraturan dan kebijakan yang berasal dari internal perusahaan maupun 
peraturan dan kebijakan yang berasal dari pusat atau pemerintah. PT Bank 
Rakyat Indonesia (Persero) Tbk cabang utama Pinrang telah mentaati peraturan 
yang digariskan oleh pemerintah mengenai pembentukan audit internal Bank. 
Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa ketaatan perusahaan 
terhadap hukum dan peraturan yang berlaku telah memadai hal ini terlihat dari 
ketaatan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk cabang utama Pinrang dalam 
menjalankan prosedur kredit yang telah ditetapkan. 
 Efektivitas kegiatan perkreditan akan tercapai jika NPL yang dicapai 
dibawah standar  maksimal, yaitu 5%. Berikut adalah kolektabilitas modal kerja 
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk cabang utama Pinrang dalam 3 tahun 
66 
 
 
 
terakhir yang telah di audit oleh Tim SKAI. 
Tabel 4.1 
Kualitas Kredit Modal Kerja 
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk cabang utama Pinrang 
Per 31 Desember 2011,2012 dan 2013 
 
Kualitas Kredit 2011 2012 2013 
Lancar 110.149.921.811 122.881.138.619 154.893.968.252 
DPK 3.223.292.308 7.709.870.661 9.378.615.914 
Kurang lancar 280.057.041 1.220.000.000 800.000.000 
Diragukan 265.157.934 239.137.740 630.460.502 
Macet 659.800.000 1.495.113.086 679.837.704 
Jumlah Kredit Disalurkan 114.578.229.094 133.545.296.106 167.621.152.951 
Sumber: PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk cabang utama Pinrang 
 Berikut adalah perhitungan terhadap kolektabilitas Kredit Modal Kerja PT 
Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk cabang utama Pinrang (2011 s.d 2013). 
Table 4.2 
Peformance Loan KMK 
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk cabang utama Pinrang 
Per 31 Desember 2011,2012 dan 2013 
 
Tahun 
1 2 3 [(1+2):3]x100% 
Lancar DPK 
Jumlah Kredit 
Disalurkan 
Peformance 
Loan 
2011 110.149.921.811 3.223.292.308 114.578.229.094 99% 
2012 122.881.138.619 7.709.870.661 133.545.296.106 98% 
2013 154.893.968.252 9.378.615.914 167.621.152.951 98% 
Sumber:  Hasil Peformance Loan diolah sendiri 
 
Tabel 4.3 
Tingkat Kolektabilitas KMK 
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk cabang utama Pinrang 
Per 31 Desember 2011,2012 dan 2013 
 
 
 
 
 
 
Sumber: Hasil tingkat kolektabilitas diolah sendiri 
 
 Berdasarkan perhitungan terhadap tingkat kolektabilitas kredit modal 
kerja yang disalurkan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk cabang utama 
Pinrang tahun 2011,rasio NPL hanya 1% dan ditahun 2012 dan 2013 naik 
menjadi 2%,walupun demikian, kenaikan rasio NPL sebesar 1% pada PT Bank 
Rakyat Indonesia (Persero) Tbk cabang utama Pinrang masih dalam tahap wajar 
Tahun Peformance Loan NPL 
2011 99% 1% 
2012 98% 2% 
2013 98% 2% 
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karena terlihat NPL maksimal yang dicapai hanya 2%, dibawah batas maksimal 
yang telah ditentukan oleh Bank Indonesia yaitu 5%.Terjaganya rasio Non 
Performing Loan dibawah 5% cenderung berpengaruh terhadap naiknya 
pertumbuhan kredit pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk cabang 
utama Pinrang. Dan dengan terjaganya rasio Non Performing Loan dibawah 5% 
maka Bank tidak akan ragu dalam memberikan kredit kepada masyarakat atau 
nasabah, ini bisa terlihat dari jumlah kredit yang disalurkan PT Bank Rakyat 
Indonesia (Persero) Tbk cabang utama Pinrang dari tahun ke tahun semakin 
meningkat. 
 Adanya pemeriksaan kredit yang dilakukan secara terinci oleh tim SKAI 
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dilakukan demi meningkatkan mutu 
kualitas audit dan juga mendorong peningkatan efektivitas kegiatan perkreditan, 
ini tercermin dari Non Peforming Loan (NPL) perusahaan yang tetap terjaga 
dibawah batas maksimal 5% disetiap tahunnya. 
4.5.1  Audit  Operasional Dalam Efektivitas Kegiatan Pemberian Kredit 
Memadainya pelaksanaan audit operasional PT Bank Rakyat Indonesia 
(Persero) Tbk cabang utama Pinrang dapat dijelaskan sebagai berikut. 
1. Ruang Lingkup Audit Operasional  
Tujuan dari pelaksanaan audit operasional kredit PT Bank Rakyat 
Indoneisa (Persero) Tbk cabang utama Pinrang adalah dalam rangka menjaga 
dan meningkatkan efektivitas pencapaian kegiatan perkreditan dengan 
mengawasi pelaksanaan, kebijakan, prosedur-prosedur atau peraturan-peraturan 
kerja yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Ruang lingkup audit 
operasionalnya meliputi hal di bawah ini. 
a. Penilaian seksama permohonan kredit, dengan penilaian 5C (character, 
capacity, capital ,collateral, condition of economy). 
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b. Persetujuan pinjaman kredit oleh pejabat yang berwenang dan ditelaah 
oleh tim SKAI. 
c. Rekonsiliasi periodik atas laporan nominative dengan daftar angsuran 
nasabah. 
d. Pengecekan atas kelengkapan, kecermatan, dan keabsahan dokumen 
kredit. 
2. Independensi Auditor Operasional Kredit 
Audit Operasional Kredit (SKAI) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 
cabang utama Pinrang dilaksanakan sepenuhnya oleh tim  Satuan Kerja Audit 
Intern (SKAI) yang status organisasinya berada dibawah direktur utama sehingga 
auditor internal mempunyai kedudukan khusus dalam perusahaan, yaitu 
merupakan yang independen dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur 
Utama. Dalam melaksanakan aktivitasnya SKAI  tidak terlibat langsung dalam 
aktivitas perancangan, penerapan dan pengoperasian perusahaan yang dapat 
menghambat independensinya sehingga penilaian terhadap pengendalian 
dilakukan dengan objektif dan independen. 
3. Kompetensi Auditor Operasional 
Kompetensi auditor operasional (SKAI) PT Bank Rakyat Indonesia 
(Persero) Tbk cabang utama Pinrang cukup kompeten dengan latar belakang 
pendidikan yang menguasai auditing dan akuntansi, mengerti berbagai macam 
kasus-kasus perbankan sehingga dapat memperkecil risiko fraud, selain itu tim 
SKAI juga selalu diberi pelatihan-pelatihan singkat mengenai audit maupun 
masalah perbankan untuk meningkatkan kualitas auditor internal. 
4. Pengendalian Internal Pemberian Kredit 
Ruang lingkup sistem pengendalian internal pemberian kredit PT Bank 
Rakyat Indonesia (Persero) Tbk cabang utama Pinrang telah memadai karena 
pelaksanaannya meliputi pengawasan dan pengendalian oleh manajemen, 
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identifikasi dan pengendalian risiko, sistem akuntansi, informasi dan komunikasi, 
kegiatan pemantauan dan tindakan koreksi penyimpangan/kelemahan. 
5. Pelaksanaan Audit Operasional  
Pelaksanaan audit operasional PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 
cabang utama Pinrang telah memadai karena melalui beberapa tahap, dimulai 
dari persiapan audit,  penyusunan program audit, pelaksanaan penugasan audit, 
pelaporan hasil audit dan tindak lanjut hasil audit. Tahapan yang dijalankan PT 
Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk cabang utama Pinrang ini telah sesuai 
dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia No. 1/6/PBI/1999 Tanggal 20 
Desember 1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan dan Penerapan Standar 
Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum. 
6. Laporan Hasil Audit Operasional Kredit 
Laporan hasil temuan audit yang dibuat tim SKAI telah memadai karena 
sebelum tim SKAI membuat laporan audit, terlebih dahulu melakukan exit 
meeting bersama pimpinan cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 
cabang utama Pinrang untuk mendiskusikan temuan audit, memberikan saran 
perbaikan serta melakukan perjanjian waktu penyelesaian temuan dengan 
pimpinan cabang. 
7. Tindak Lanjut Hasil Audit 
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk cabang utama Pinrang 
melakukan tindak lanjut hasil audit yang memadai dimana PT Bank Rakyat 
Indonesia (Persero) Tbk cabang utama Pinrang memberikan respon yang baik 
terhadap hasil temuan dan saran perbaikan yang diberikan oleh tim SKAI PT 
Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk semaksimal dan sesegera mungkin karena 
hal ini merupakan salah satu cara penilaian yang dilakukan kantor pusat 
terhadap kantor cabang . Tindak lanjut dari  hasil audit merupakan salah satu 
tahap yang sangat penting dari seluruh proses pemeriksaan kegiatan perkreditan 
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oleh tim SKAI PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. 
4.5.2 Peran Audit Operasional Dalam Meningkatkan Efektivitas Kegiatan 
Perkreditan 
Audit operasional PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk cabang utama 
Pinrang memiliki peran penting dalam meningkatkan efektivitas kegiatan 
perkreditan. Ini terlihat dari Non Peforming Loan perusahaan yang tetap terjaga 
maksimal di batas 2% selama 3 tahun berturut-turut (2011, 2012, dan 2013). 
Mutu audit operasional kredit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk juga tetap 
terjaga karena di dukung dengan prosedur pelaksanaan pemberian kredit yang 
sesuai dengan kriteria yang telah diuraikan pada Bab II seperti yang ada di 
bawah ini. 
a. Pemberian kredit sesuai dengan prinsip 5C (Kasmir, 2010:109). 
b. Prosedur pelaksanaan kegiatan pemberian kredit sesuai dengan 
prosedur yang ditetapkan oleh perusahaan, dimulai dari tahap 
pengajuan atau permohonan kredit,tahap penyelidikan dan analisis 
kredit, penyampaian aplikasi kredit kepada pemutus kredit,persetujuan 
permohonan kredit, perjanjian kredit, dan pencairan kredit dan sesuai 
pula dengan teori yang dikemukakan oleh Suyatno (2001: 53). 
c. Tujuan dan fungsi kegiatan pemberian kredit oleh PT Bank Rakyat 
Indonesia (Persero) Tbk cabang utama Pinrang salah satunya 
mengemban tugas sebagai agent of development sesuai dengan teori 
yang dikemukakan oleh Kasmir (2010:100) dan Bank Indonesia. 
Berdasarkan penelitian yang dilakukan, peran audit operasional dalam 
meningkatkan efektivitas kegiatan perkreditan pada PT Bank Rakyat Indonesia 
(Persero) Tbk cabang utama Pinrang adalah sebagai  berikut. 
1. Dilakukannya audit operasional kegiatan perkreditan mendorong 
tercapainya kredit yang efektif (meminimalisir risiko kredit macet) dan 
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penyalahgunaan wewenang. 
2. Tingginya kolektabilitas dan terjaganya Non Peforming Loan di batas 
maksimal 2%. 
3. Dengan tingkat kolektabilitas yang tinggi PT Bank Rakyat Indonesia 
(persero) mendapatkan keuntungan baik berupa bunga maupun 
kepercayaan dari nasabah untuk menyimpan dana yang dimilikinya 
pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk cabang utama Pinrang. 
4. Para staff maupun karyawan lain di divisi kredit menunjukkan 
peningkatan ketaatan terhadap hukum dan peraturan kredit dengan 
dilaksanakannya audit operasional secara berkala. 
5. Laporan hasil audit menjadi bahan evaluasi oleh perusahaan. 
 
4.6  Analisis Data 
4.6.1 Analisis Statistik Deskriptif 
Hasil kuesioner yang peneliti kumpulkan adalah sebagai berikut. 
1. Penilaian memadainya pelaksanaan audit operasional   
Table 4.4 
Perhitungan persentase pelaksanaan audit operasional 
Berdasarkan hasil jawabana kuesioner 
  
ITEM 
Ya TIDAK 
MEAN 
f % F % 
EPAO1 32 100 - - 
2,0000 
EPAO2 31 3,1 1 96,9 
1,9687 
EPAO3 32 100 - - 
2,0000 
EPAO4 27 84,4 5 15,6 
1,8438 
EPAO5 30 93,8 2 6,3 
1,9375 
EPAO6 24 75 8 25 
1,7500 
EPAO7 30 93,8 2 6,3 
1,9375 
EPAO8 32 100 - - 
2,0000 
EPAO9 30 93,8 2 6,3 
1,9375 
EPAO10 32 100 - - 
2,0000 
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EPAO11 32 100 - - 
2,0000 
EPAO12 32 100 - - 
2,0000 
EPAO13 32 100 - - 
2,0000 
EPAO14 32 100 - - 
2,0000 
EPAO15 31 96,9 1 3,1 
1,9687 
EPAO16 31 96,9 1 3,1 
1,9687 
EPAO17 30 93,8 2 6,3 
1,9375 
EPAO18 32 100 - - 
2,0000 
EPAO19 32 100 - - 
2,0000 
EPAO20 31 96,9 1 3,1 
1,9687 
EPAO21 32 100 - - 
2,0000 
EPAO22 32 100 - - 
2,0000 
MEAN % 92,2% 
KATEGORI Strong Association 
Sumber: Data primer diolah 2014 
 Dari hasil perhitungan kuesioner atas jawaban memadainya pelaksanaan 
audit operasional (EPAO) kegiatan perkreditan PT Bank Rakyat Indonesia 
(Persero) Tbk cabang utama Pinrang diperoleh persentase rata-rata sebesar 
92,2%. Hasil pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan audit 
operasional telah memadai. Untuk melihat data hasil uji statistik deskriptif lebih 
rinci dapat dilihat pada lampiran 3. 
2. Penilaian memadainya sistem pengendalian kegiatan pemberian kredit    
Tabel 4.5 
Perhitungan persentase pelaksanaan sistem 
pengendalian kegiatan pemberian kredit 
Berdasarkan hasil jawaban kuesioner 
 
ITEM 
Ya TIDAK 
MEAN 
f % f % 
ESP1 31 96,9 1 3,1 
1,9687 
ESP2 31 96,9 1 3,1 
1,9687 
ESP3 31 96,9 1 3,1 
1,9687 
ESP4 32 100 - - 
2,0000 
ESP5 32 100 - - 
2,0000 
ESP6 28 87,5 4 12,5 
1,8750 
ESP7 32 100 - - 
2,0000 
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ESP8 31 96,9 1 3,1 
1,9687 
ESP9 29 90,6 3 9,4 
1,9062 
ESP10 23 71,9 9 28,1 
1,7187 
ESP11 6 18,8 26 81,3 
1,1875 
ESP12 32 100 - - 
2,0000 
ESP13 30 93,8 2 6,3 
1,9375 
ESP14 31 96,9 1 3,1 
1,9687 
ESP15 18 56,3 14 43,8 
1,5625 
ESP16 32 100 - - 
2,0000 
ESP17 31 96,9 1 3,1 
1,9687 
ESP18 30 93,8 2 6,3 
1,9375 
ESP19 26 81,3 6 18,8 
1,8125 
ESP20 30 93,8 2 6,3 
1,9375 
ESP21 30 93,8 2 6,3 
1,9375 
ESP22 29 90,6 3 9,4 
1,9062 
ESP23 32 100 - - 
2,0000 
ESP24 32 100 - - 
2,0000 
ESP25 31 96,9 1 3,1 
1,9687 
ESP26 32 96,9 - - 
2,0000 
MEAN % 
90,28% 
KATEGORI 
Strong association 
Sumber: Data primer diolah 2014 
 Dari perhitungan jawaban kuesioner efektivitas sistem pengendalian 
kegiatan pemberian kredit (ESP) diperoleh persentase sebesar 90,28%. Telah 
memenuhi kriteria antara 76%-100% yang ditetapkan oleh Champion yang 
berarti pemberian kredit efektif. 
3. Penilaian peran audit operasional dalam meningkatkan efektivitas kegiatan 
perkreditan  
Tabel 4.6 
Perhitungan persentasen  penilaian peran audit operasional 
                dalam meningkatkan efektivitas kegiatan perkreditan 
Berdasarkan jawaban kuesioner 
 
ITEM 
Ya TIDAK 
MEAN 
f % f % 
PAO1 30 93,8 2 6,3 
1,9375 
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PAO 2 30 93,8 2 6,3 
1,9375 
PAO 3 32 100 - - 
2,0000 
PAO 4 25 78,1 7 21,9 
1,7813 
PAO 5 23 71,9 9 28,1 
1,7187 
PAO 6 28 87,5 4 12,5 
1,8750 
PAO 7 30 93,8 2 6,3 
1,9375 
PAO 8 32 100 - - 
2,0000 
PAO 9 31 96,9 1 3,1 
1,9687 
MEAN % 80,22% 
KATEGORI Strong association 
Sumber: Data primer diolah 2014 
 Dari hasil perhitungan jawaban kuesioner atas penilaian peran audit 
operasional dalam meningkatkan kegiatan perkreditan (PAO) pada PT Bank 
Rakyat Indonesia (Persero) Tbk cabang utama Pinrang diperoleh persentase 
sebesar 80,22%. Hal ini dapat diartikan bahwa audit operasional berperan dalam 
meningkatkan efektivitas pemberian kredit. Telah memenuhi kriteria antara 76%-
100% yang ditetapkan oleh Champion (audit operasional berperan dalam 
meningkatkan efektivitas pemberian kredit). 
4.6.2 Hasil Uji Kualitas Data 
1.   Hasil Uji Validitas 
Uji validitas dilakukan untuk mengetahui suatu instrumen alat ukur yang 
digunakan dalam penelitian telah menjalankan fungsi ukurnya. Uji validitas dalam 
penelitian ini menggunakan program SPSS 20.  
Pengujian dilakukan dengan menggunakan metode korelasi product 
moment pearson yang kemudian dibandingkan dengan r tabel.  Apabila nilai 
hitungnya lebih besar dari r tabel, maka pernyataan tersebut dianggap valid. Jika 
nilai hitungnya kurang dari r tabel, maka pernyataan tidak valid dan harus 
dikeluarkan dari pengujian yang dilakukan. Nilai r tabel dengan jumlah sampel 
tiga puluh dua, degree of freedom, dan tingkat signifikansi 0,05 sebesar 0,349. 
Berdasarkan tabel pada lampiran 4. 
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Hasil uji validitas untuk tiga puluh dua pernyataan dalam penelitian ini 
menunjukkan bahwa semua pernyataan valid karena pernyataan memiliki r 
hitung yang lebih besar dari r tabel (0,349). Hasil uji validitas dapat ditunjukkan 
pada lampiran 4. 
2. Hasil Uji Realibilitas 
 Satu konstruk atau variabel dikatakan reliable jika memberikan nilai 
Cronbach Alpha> 0.60. Uji reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan program 
SPSS 20. Hasil pengolahan data yang disajikan dalam tabel menunjukkan bahwa 
nilai Cronbach Alpha (α) item untuk setiap variabel adalah lebih besar dari 0,60 
sehingga item untuk setiap variabel adalah reliabel. Hasil uji reliabilitas 
ditunjukkan pada lampiran 5. 
 
4.7    Pengujian Hipotesis 
Tabel 4.7 
Hasil uji hipotesis 
 Coefficientsa  
Model Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. Ket. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) ,855 9,867  ,087 ,932  
PelaksanaanAO -,015 ,228 -,012 -,065 ,949 Ditolak 
SistemPengendalianAO ,356 ,173 ,388 2,060 ,048 Diterima 
a. Dependent Variable: PeranAO  
Sumber: data primer diolah 2014 
 
 Berdasarkan hasil tabel 4.7 di atas, dapat diketahui bahwa variabel 
independen sistem pengendalian audit operasional (SistempengendalianAO) 
memiliki nilai signifikansi lebih kecil dari tingkat signifikansi 5% (0,05) yaitu 
sebesar 0.48 dan nilai t hitung sebesar 2,060 sedangkan variabel pelaksanaan 
audit operasional (PelaksanaanAO) bertanda negatif dengan nilai signifikansinya 
0,949, lebih besar dari nilai α=0,05. 
76 
 
 
 
Dengan melihat hasil olah data berdasarkan kriteria penilaian Dean J. 
Champion menggunakan program SPSS V.20 dan juga uji validitas dan uji 
realibilitas serta pengujian hipotesis yang telah dilakukan, maka hipotesis yang 
dikemukakan peneliti pada BAB II, yaitu “Audit Operasional Berperan dalam 
Meningkatkan Efektivitas Pemberian Kredit pada PT Bank Rakyat Indonesia 
(Persero) Tbk Cabang Utama Pinrang” dapat diterima. 
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BAB V 
PENUTUP 
5.1  Kesimpulan 
 Berdasarkan data hasil penelitian mengenai “Peran Audit Operasional 
Dalam Meningkatkan Efektivitas Kegiatan Perkreditan”, dan daftar pertanyaan 
serta pembahasan yang dilakukan dengan didukung oleh teori yang relevan 
dengan masalah yang dibahas, maka penulis memberikan kesimpulan sebagai 
berikut. 
1. Pelaksanaan audit operasional PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 
cabang utama Pinrang telah memadai karena di dukung oleh hal-hal 
sebagai berikut. 
a. Auditor operasional bersifat independen karena status 
organisasinya berada dibawah direktur utama sehingga auditor 
internal mempunyai kedudukan khusus dalam perusahaan, yaitu 
merupakan yang independen dan bertanggungjawab langsung 
kepada Direktur Utama. Didalam melaksanakan aktivitasnya 
auditor  tidak terlibat langsung dalam aktivitas perancangan, 
penerapan dan pengoperasian perusahaan yang dapat 
menghambat independensinya sehingga penilaian terhadap 
pengendalian dilakukan dengan objektif dan independen. 
b. Auditor operasional PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 
cukup kompeten dengan latar belakang pendidikan yang 
menunjang kemampuan auditing dan akuntansi yang dimiliki. 
c. Pelaksanaan pengendalian internal pemberian kredit PT Bank 
Rakyat Indonesia (Persero) Tbk cabang utama Pinrang telah 
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memadai karena pelaksanaannya telah sesuai dengan Pedoman 
Standar Sistem Pengendalian Intern bagi Bank Umum yang 
dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan kriteria subkomponen 
penilaian sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh The 
Committee Of Sponsoring Organization (COSO).  
d. Tahapan audit operasional PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) 
Tbk cabang utama Pinrang meliputi persiapan audit, penyusunan 
program audit, pelaksanaan penugasan audit, tahap pelaporan 
hasil audit, dan tahap pengawasan tindak lanjut. 
2. Pemberian kredit pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk cabang 
utama Pinrang efektif, hsl ini didukung oleh: 
a. pemberian kredit yang dilakukan secara konsisten didasarkan 
pada prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral and 
Condition of economy, 
b. prosedur pemberian kredit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) 
Tbk cabang utama Pinrang pelaksanaannya sesuai aturan yang 
telah diterapkan perusahaan. 
3. Audit operasional berperan dalam meningkatkan efektivitas kegiatan 
perkreditan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk cabang utama 
Pinrang dimana hasil audit operasional atas kegiatan perkreditan yang 
pelaksanaannya berpedoman pada Standar Pelaksanaan Fungsi Audit 
Intern Bank (SPFAIB) selama 3 tahun terakhir (2011,2012 dan 2013) 
menunjukkan rasio NPL konsisten terjaga tidak lebih dari 2%, sesuai 
dengan ketentuan Bank Indonesia yang berlaku yaitu batas rasio NPL 
maksimal 5%. 
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5.2  Saran 
Berdasarkan pembahasan serta kesimpulan yang telah dikemukakan, 
peneliti ingin memberikan saran yang mungkin dapat digunakan sebagai 
masukan yang berguna, yaitu sebagai berikut. 
1. Kualitas audit operasional kegiatan perkreditan PT Bank Rakyat 
Indonesia (Persero) Tbk cabang utama Pinrang sebaiknya senantiasa 
ditingkatkan, mengingat kredit merupakan aktivitas usaha perbankan 
yang mengandung banyak risiko. 
2. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk meneliti ruang lingkup 
audit operasional tidak hanya mencakup efektivitas tetapi juga 
meliputi efisiensi dan ekonomis. 
 
5.3 Keterbatasan Penelitian 
Berdasarkan kesimpulan penelitian tentang peran audit operasional 
dalam meningkatkan efektivitas kegiatan perkreditan, terdapat keterbatasan 
penelitian, salah satunya adalah peneliti merasa kesulitan untuk mendapatkan 
bukti seperti kertas kerja audit, surat penugasan audit operasional dan dokumen 
bukti pendukung lainnya karena faktor kerahasiaan dokumen perusahaan 
sehingga membuat penelitian ini menjadi kurang sempurna.  
  
PENUGASAN KHUSUS 
PIMPINAN CABANG 
AO PROGRAM 
AO BRI GUNA 
FUNDING OFFICER 
SALES PROMOTION DJS 
AO KOMERSIL 
SUPERVISOR 
ADMINISTRASI KREDIT 
OPK TAPSUN 
OPK KOM 
SUPERVISOR 
PENUNJANG 
OPERASIONAL 
SEKRETARIAT/PET SDM 
PETUGAS LOGISTIK 
PET IT & LAPORAN, 
ARSIP 
PELAKSANA LAYANAN 
PETUGAS QA 
PT. KSS 
ASS. MANAJEMEN 
OPERASIONAL 
SUPERVISOR KAS 
TELLER 
PET TKK 
CUSTOMER SERVICE 
KANTOR  KAS POLRES 
SUPERVISOR 
TELLER 
CUSTOMER SERVICE 
KANTOR KAS RSU 
LASINRANG 
SUPERVISOR 
TELLER 
CUSTOMER SERVICE 
ASS. MANAJEMEN 
BISNIS MIKRO 
BRI UNIT 
14. BRI UNIT PAJALELE 
13. BRI UNIT CEMPA 
12. BRI UNIT LANGNGA 
11. BRI TADOKKONG 
10. BRI UNIT SUPPA***) 
9. BRI UNIT MALLONGI-
LONGI 
8. BRI UNIT 
MATTOMBONG 
1. BRI UNIT SALO***) 
2. BRI 
TEMMASSARANGNGE 
3. BRI UNIT MARAWI 
4. BRI UNIT 
LEPPANGANG 
5. BRI UNIT TEPPO 
6. BRI UNIT 
PEKKABATA***) 
7. BRI UNIT MANARANG 
PENILIK/RESIDENT 
AUDITOR 
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Lampiran 2 : Kuesioner 
KUESIONER PENELITIAN 
PERAN AUDIT OPERASIONAL DALAM MENINGKATKAN EFEKTIVITAS 
KEGIATAN PERKREDITAN 
 
(Studi Kasus Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Utama 
Pinrang) 
 
 
Petunjuk Pengisian 
 Pertanyaan kuesioner ini mengenai peran audit operasional dalam 
meningkatkan efektivitas pemberian kredit pada perusahaan tempat Ibu/Bapak 
bekerja. Bapak/Ibu dimohon untuk memberi tanda  tickmark (√) pada jawaban 
yang menurut Bapak/Ibu paling sesuai. 
KUESIONER 
Nama  : 
Jabatan : 
NO 
PERTANYAAN 
JAWABAN 
YA TIDAK 
INDEPENDENSI   
1. Apakah auditor internal terpisah dari bagian lainnya?   
2. 
Apakah auditor internal  cukup memperoleh kemudahan 
dalam hal pemeriksaan fasilitas dan catatan dari bagian 
yang diperiksa? 
  
3. Apakah auditor internal dapat dijamin independensinya?   
 KOMPETENSI   
1. 
Apakah untuk menjadi staf audit operasional dibutuhkan 
jenjang pendidikan tertentu ? 
  
2. 
Apakah fungsi audit operasional dilaksanakan oleh orang 
yang cukup kompeten? 
  
3. 
Apakah bagian audit operasional memiliki beberapa staff 
yang telah bersertifikat kualifikasi auditor internal? 
  
4. 
Apakah auditor internal diberikan kesempatan untuk 
melanjutkan pendidikan dan pelatihan-pelatihan  yang 
dapat menunjang pekerjaannya? 
  
 RUANG LINGKUP   
1.  
Apakah terdapat suatu kebijakan tertentu perusahaan di 
dalam proses pemberian kredit? 
  
2.  
Apakah dalam perusahaan memiliki struktur organisasi 
yang jelas menerangkan pembagian tugas, wewenang dan 
tanggungjawab? 
  
3.  
Apakah PT. BRI (Persero) Tbk Cabang Utama Pinrang  
menindaklanjuti setiap kredit yang telah diberikan? 
  
4.  
Apakah terdapat rotasi karyawan di dalam bagian kredit PT. 
BRI (Persero) Tbk Cabang Utama Pinrang? 
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5.  
Apakah karyawan bagian kredit PT. BRI (Persero) Tbk 
Cabang Utama Pinrang   memiliki latar belakang pendidikan 
yang berbeda-beda? 
  
6.  
Apakah jajaran direksi berpartisipasi dalam proses 
pemberian kredit? 
  
7.  
Apakah ada tindakan manajemen yang dilaksanakan 
secara intensif untuk mengurangi tindakan pegawai yang 
berbuat tidak jujur? 
  
8.  Apakah perusahaan memiliki satuan komite audit?   
 PENILAIAN RISIKO   
1.  
Apakah terdapat sistem pengelolaan risiko pada PT. BRI 
(Persero) Tbk Cabang Utama Pinrang  terhadap kredit? 
  
2.  
Apakah PT. BRI (Persero) Tbk Cabang Utama Pinrang   
memiliki penasehat hukum yang bereputasi baik? 
  
3.  
Apakah auditor internal dilibatkan dalam proses pemberian 
kredit? 
  
4.  
Apakah di dalam penilaian risiko kredit terdapat penilaian 
kuantitatif (dapat diukur/5C) dan kuantitatif (tidak dapat 
diukur)? 
  
5.  
Apakah manajemen melakukan penilaian risiko atas 
peningkatan aktivitas pemberian kredit? 
  
6.  
Apakah ada Peningkatan aktivitas pemberian kredit pada 
PT. BRI (Persero) Tbk Cabang Utama Pinrang   tahun 
2011-2013? 
  
 AKTIVITAS PENGENDALIAN   
1.  Apakah fungsi akuntansi terpisah dari fungsi analisis kredit?   
2.  
Apakah terdapat lebih dari satu orang yang melakukan 
otorisasi kredit? 
  
3.  
Apakah karyawan PT. BRI (Persero) Tbk Cabang Utama 
Pinrang   melakukan kunjungan ketempat usaha nasabah? 
  
4.  
Apakah internal auditor mengkaji ulang kinerja operasional 
secara keseluruhan? 
  
5.  
Apakah terdapat pemeriksaan mendadak dalam proses 
pemberian kredit? 
  
6.  
Apakah PT. BRI (Persero) Tbk Cabang Utama Pinrang   
menentukan batas kredit tertentu bagi nasabah? 
  
 INFORMASI DAN KOMUNIKASI   
1.  
Apakah PT. BRI (Persero) Tbk Cabang Utama Pinrang   
memiliki sistem informasi yang memadai? 
  
2.  
Apakah PT. BRI (Persero) Tbk Cabang Utama Pinrang   
memiliki komite yang bertanggungjawab terhadap system 
informasi dan komunikasi? 
  
3.  
Apakah terdapat system dokumentasi yang memadai terkait 
proses pemberian kredit? 
  
 PEMANTAUAN   
1.  
Apakah ada pola tertentu dalam membina nasabah setelah 
booking atau kredit dicairkan? 
  
2.  
Apakah PT. BRI (Persero) Tbk Cabang Utama Pinrang   
tetap melakukan pemantauan setelah kredit cair? 
  
3.  
Apakah ada sanksi tegas yang dilakukan PT. BRI (Persero) 
Tbk Cabang Utama Pinrang   jika terjadi penyimpangan 
pemberian kredit? 
  
 TAHAP -TAHAP AUDIT OPERASIONAL   
1.  
Apakah auditor internal sebelum melaksanakan audit 
membuat program audit terlebih dahulu? 
  
2.  
Apakah program audit yang dibuat mendapat persetujuan 
dari manajer yang bersangkutan sebelum program 
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dijalankan? 
3.  
Apakah terhadap program audit operasional selalu 
diadakan review secara berkala? 
  
4.  
Apakah dalam program audit terdapat evaluasi atas 
pengendalian internal pemberian kredit? 
  
 PELAKSANA AUDIT OPERASIONAL   
1.  
Apakah audit  operasional dilaksanakan berdasarkan 
program audit? 
  
2.  
Apakah pada setiap tahap pelaksanaan audit operasional 
terdapat fungsi pengawasan? 
  
3.  
Apakah pelaksanaan audit operasional dibagi dalam jangka 
waktu tertentu secara tetap dan berkala? 
  
4.  
Apakah bagian audit operasional melaksanakan audit fisik 
atas catatan kredit? 
  
 LAPORAN HASIL AUDIT OPERASIONAL   
1.  
Apakah laporan hasil audit operasional diterbitkan segera 
setelah audit operasional dilaksanakan? 
  
2.  
Apakah penyajian laporan hasil audit operasional selalu 
tepat waktu? 
  
3.  
Apakah laporan hasil audit operasional selalu menyajikan 
saran-saran atau rekomendasi? 
  
4.  
Apakah laporan hasil audit operasional mampu memberikan 
arah bagi manajemen untuk mengambil keputusan? 
  
5.  
Apakah saran yang diberikan mendapat tanggapan atau 
tindak lanjut yang cepat dari pimpinan bagian yang 
diperiksa? 
  
 
TINDAK  LANJUT ATAS LAPORAN HASIL AUDIT 
OPERASIONAL 
  
1.  
Apakah auditor operasional melakukan pemantauan 
sehubungan dengan rekomendasi yang diberikan? 
  
2.  
Apakah selama ini saran dan rekomendasi yang diberikan 
dapat diterima dan dilaksanakan dengan baik oleh bagian 
yang diperiksa? 
  
 
KETAATAN PADA HUKUM DAN PERATURAN 
PEMBERIAN KREDIT 
  
1.  
Apakah setiap tindakan yang dilakukan oleh bagian kredit 
selalu patuh dan disiplin terhadap kebijakan yang berlaku? 
  
2.  
Apakah seluruh pihak yang terkait dengan pemberian kredit 
memiliki pemahaman mengenai manajemen risiko kredit? 
  
3.  
Apakah kredit yang sedang berjalan mendapatkan 
perlindungan asuransi? 
  
 EFEKTIVITAS PEMBERIAN KREDIT   
1. 
Apakah aktivitas pemberian kredit telah aman dari risiko 
kecurangan dan penipuan? 
  
2. Apakah sejauh ini pelaksanaan pemberian kredit telah efektif?   
3. 
Apakah dalam proses pemberian kredit karyawan konsisten 
menjalankan prinsip kehati-hatian? 
  
4.  
Apakah PT. BRI (Persero) Tbk Cabang Utama Pinrang   
selalu mengenal nasabahnya dengan baik? 
  
 
PERAN AUDIT OPERASIONAL DALAM 
MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PEMBERIAN KREDIT 
  
1.  
Apakah dengan dilakukannya audit operasional atas 
pemberian kredit dapat menyebabkan peningkatan 
efektivitas pemberian kredit? 
  
2.  
Apakah dengan dilakukannya audit operasional atas 
pemberian kredit dapat menyebabkan risiko kredit macet 
menjadi lebih kecil? 
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Lampiran 3 
UJI STATISTIK DESKRIPTIF 
Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
EPAO1 32 2,00 2,00 2,0000 ,00000 
EPAO2 32 1,00 2,00 1,9687 ,17678 
EPAO3 32 2,00 2,00 2,0000 ,00000 
EPAO4 32 1,00 2,00 1,8438 ,36890 
EPAO5 32 1,00 2,00 1,9375 ,24593 
EPAO6 32 1,00 2,00 1,7500 ,43994 
EPAO7 32 1,00 2,00 1,9375 ,24593 
EPAO8 32 2,00 2,00 2,0000 ,00000 
EPAO9 32 1,00 2,00 1,9375 ,24593 
EPAO10 32 2,00 2,00 2,0000 ,00000 
EPAO11 32 2,00 2,00 2,0000 ,00000 
EPAO12 32 2,00 2,00 2,0000 ,00000 
EPAO13 32 2,00 2,00 2,0000 ,00000 
EPAO14 32 2,00 2,00 2,0000 ,00000 
EPAO15 32 1,00 2,00 1,9687 ,17678 
EPAO16 32 1,00 2,00 1,9687 ,17678 
EPAO17 32 1,00 2,00 1,9375 ,24593 
EPAO18 32 2,00 2,00 2,0000 ,00000 
EPAO19 32 2,00 2,00 2,0000 ,00000 
EPAO20 32 1,00 2,00 1,9687 ,17678 
EPAO21 32 2,00 2,00 2,0000 ,00000 
EPAO22 32 2,00 2,00 2,0000 ,00000 
PelaksanaanAO 32 40,00 44,00 43,2187 1,26324 
Valid N (listwise) 32     
 
Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
ESP1 32 1,00 2,00 1,9687 ,17678 
ESP2 32 1,00 2,00 1,9687 ,17678 
ESP3 32 1,00 2,00 1,9687 ,17678 
ESP4 32 2,00 2,00 2,0000 ,00000 
ESP5 32 2,00 2,00 2,0000 ,00000 
ESP6 32 1,00 2,00 1,8750 ,33601 
ESP7 32 2,00 2,00 2,0000 ,00000 
ESP8 32 1,00 2,00 1,9687 ,17678 
ESP9 32 1,00 2,00 1,9062 ,29614 
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ESP10 32 1,00 2,00 1,7187 ,45680 
ESP11 32 1,00 2,00 1,1875 ,39656 
ESP12 32 2,00 2,00 2,0000 ,00000 
ESP13 32 1,00 2,00 1,9375 ,24593 
ESP14 32 1,00 2,00 1,9687 ,17678 
ESP15 32 1,00 2,00 1,5625 ,50402 
ESP16 32 2,00 2,00 2,0000 ,00000 
ESP17 32 1,00 2,00 1,9687 ,17678 
ESP18 32 1,00 2,00 1,9375 ,24593 
ESP19 32 1,00 2,00 1,8125 ,39656 
ESP20 32 1,00 2,00 1,9375 ,24593 
ESP21 32 1,00 2,00 1,9375 ,24593 
ESP22 32 1,00 2,00 1,9062 ,29614 
ESP23 32 2,00 2,00 2,0000 ,00000 
ESP24 32 2,00 2,00 2,0000 ,00000 
ESP25 32 1,00 2,00 1,9687 ,17678 
ESP26 32 2,00 2,00 2,0000 ,00000 
SistemPengendalianAO 32 43,00 50,00 47,5625 1,66438 
Valid N (listwise) 32     
 
Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
PAO1 32 1,00 2,00 1,9375 ,24593 
PAO2 32 1,00 2,00 1,9375 ,24593 
PAO3 32 2,00 2,00 2,0000 ,00000 
PAO4 32 1,00 2,00 1,7813 ,42001 
PAO5 32 1,00 2,00 1,7187 ,45680 
PAO6 32 1,00 2,00 1,8750 ,33601 
PAO7 32 1,00 2,00 1,9375 ,24593 
PAO8 32 2,00 2,00 2,0000 ,00000 
PAO9 32 1,00 2,00 1,9687 ,17678 
PeranAO 32 12,00 18,00 17,1563 1,52631 
Valid N (listwise) 32     
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Lampiran 4 
Hasil Uji Validitas 
1. Efektivitas pelaksanaan audit operasional (EPAO) 
Correlations 
 
 EPAO
1 
EPAO
2 
EPAO
3 
EPAO
4 
EPAO
5 
EPAO
6 
EPAO
7 
EPAO
8 
EPAO
9 
EPAO
10 
EPAO
11 
EPAO
12 
EPAO
13 
EPAO
14 
EPAO
15 
EPAO
16 
EPAO
1 
Pearson Correlation .
a
 .
a
 .
a
 .
a
 .
a
 .
a
 .
a
 .
a
 .
a
 .
a
 .
a
 .
a
 .
a
 .
a
 .
a
 .
a
 
Sig. (2-tailed)  . . . . . . . . . . . . . . . 
N 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 
EPAO
2 
Pearson Correlation .
a
 1 .
a
 -,077 ,696
**
 ,311 -,046 .
a
 -,046 .
a
 .
a
 .
a
 .
a
 .
a
 -,032 -,032 
Sig. (2-tailed) .  . ,674 ,000 ,083 ,801 . ,801 . . . . . ,861 ,861 
N 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 
EPAO
3 
Pearson Correlation .
a
 .
a
 .
a
 .
a
 .
a
 .
a
 .
a
 .
a
 .
a
 .
a
 .
a
 .
a
 .
a
 .
a
 .
a
 .
a
 
Sig. (2-tailed) . .  . . . . . . . . . . . . . 
N 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 
EPAO
4 
Pearson Correlation .
a
 -,077 .
a
 1 ,244 -,050 ,244 .
a
 ,244 .
a
 .
a
 .
a
 .
a
 .
a
 -,077 -,077 
Sig. (2-tailed) . ,674 .  ,178 ,787 ,178 . ,178 . . . . . ,674 ,674 
N 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 
EPAO
5 
Pearson Correlation .
a
 ,696
**
 .
a
 ,244 1 ,447
*
 ,467
**
 .
a
 -,067 .
a
 .
a
 .
a
 .
a
 .
a
 -,046 -,046 
Sig. (2-tailed) . ,000 . ,178  ,010 ,007 . ,717 . . . . . ,801 ,801 
N 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 
EPAO
6 
Pearson Correlation .
a
 ,311 .
a
 -,050 ,447
*
 1 ,149 .
a
 ,149 .
a
 .
a
 .
a
 .
a
 .
a
 ,311 ,311 
Sig. (2-tailed) . ,083 . ,787 ,010  ,415 . ,415 . . . . . ,083 ,083 
N 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 
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EPAO
7 
Pearson Correlation .
a
 -,046 .
a
 ,244 ,467
**
 ,149 1 .
a
 -,067 .
a
 .
a
 .
a
 .
a
 .
a
 -,046 -,046 
Sig. (2-tailed) . ,801 . ,178 ,007 ,415  . ,717 . . . . . ,801 ,801 
N 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 
EPAO
8 
Pearson Correlation .
a
 .
a
 .
a
 .
a
 .
a
 .
a
 .
a
 .
a
 .
a
 .
a
 .
a
 .
a
 .
a
 .
a
 .
a
 .
a
 
Sig. (2-tailed) . . . . . . .  . . . . . . . . 
N 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 
EPAO
9 
Pearson Correlation .
a
 -,046 .
a
 ,244 -,067 ,149 -,067 .
a
 1 .
a
 .
a
 .
a
 .
a
 .
a
 -,046 -,046 
Sig. (2-tailed) . ,801 . ,178 ,717 ,415 ,717 .  . . . . . ,801 ,801 
N 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 
EPAO
10 
Pearson Correlation .
a
 .
a
 .
a
 .
a
 .
a
 .
a
 .
a
 .
a
 .
a
 .
a
 .
a
 .
a
 .
a
 .
a
 .
a
 .
a
 
Sig. (2-tailed) . . . . . . . . .  . . . . . . 
N 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 
EPAO
11 
Pearson Correlation .
a
 .
a
 .
a
 .
a
 .
a
 .
a
 .
a
 .
a
 .
a
 .
a
 .
a
 .
a
 .
a
 .
a
 .
a
 .
a
 
Sig. (2-tailed) . . . . . . . . . .  . . . . . 
N 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 
EPAO
12 
Pearson Correlation .
a
 .
a
 .
a
 .
a
 .
a
 .
a
 .
a
 .
a
 .
a
 .
a
 .
a
 .
a
 .
a
 .
a
 .
a
 .
a
 
Sig. (2-tailed) . . . . . . . . . . .  . . . . 
N 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 
EPAO
13 
Pearson Correlation .
a
 .
a
 .
a
 .
a
 .
a
 .
a
 .
a
 .
a
 .
a
 .
a
 .
a
 .
a
 .
a
 .
a
 .
a
 .
a
 
Sig. (2-tailed) . . . . . . . . . . . .  . . . 
N 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 
EPAO
14 
Pearson Correlation .
a
 .
a
 .
a
 .
a
 .
a
 .
a
 .
a
 .
a
 .
a
 .
a
 .
a
 .
a
 .
a
 .
a
 .
a
 .
a
 
Sig. (2-tailed) . . . . . . . . . . . . .  . . 
N 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 
EPAO
15 
Pearson Correlation .
a
 -,032 .
a
 -,077 -,046 ,311 -,046 .
a
 -,046 
.
a
 .
a
 .
a
 .
a
 .
a
 1 
1,000
*
*
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Sig. (2-tailed) . ,861 . ,674 ,801 ,083 ,801 . ,801 . . . . .  ,000 
N 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 
EPAO
16 
Pearson Correlation .
a
 -,032 .
a
 -,077 -,046 ,311 -,046 .
a
 -,046 
.
a
 .
a
 .
a
 .
a
 .
a
 
1,000
*
*
 
1 
Sig. (2-tailed) . ,861 . ,674 ,801 ,083 ,801 . ,801 . . . . . ,000  
N 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 
Lanjutan… 
Correlations 
 EPAO17 EPAO18 EPAO19 EPAO20 EPAO21 EPAO22 PelaksanaanAO 
EPAO17 
Pearson Correlation 1 .
a
 .
a
 ,696
**
 .
a
 .
a
 ,668
**
 
Sig. (2-tailed)  . . ,000 . . ,000 
N 32 32 32 32 32 32 32 
EPAO18 
Pearson Correlation .
a
 .
a
 .
a
 .
a
 .
a
 .
a
 .
a
 
Sig. (2-tailed) .  . . . . . 
N 32 32 32 32 32 32 32 
EPAO19 
Pearson Correlation .
a
 .
a
 .
a
 .
a
 .
a
 .
a
 .
a
 
Sig. (2-tailed) . .  . . . . 
N 32 32 32 32 32 32 32 
EPAO20 
Pearson Correlation ,696
**
 .
a
 .
a
 1 .
a
 .
a
 ,465
**
 
Sig. (2-tailed) ,000 . .  . . ,007 
N 32 32 32 32 32 32 32 
EPAO21 
Pearson Correlation .
a
 .
a
 .
a
 .
a
 .
a
 .
a
 .
a
 
Sig. (2-tailed) . . . .  . . 
N 32 32 32 32 32 32 32 
EPAO22 Pearson Correlation .
a
 .
a
 .
a
 .
a
 .
a
 .
a
 .
a
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Sig. (2-tailed) . . . . .  . 
N 32 32 32 32 32 32 32 
PelaksanaanAO 
Pearson Correlation ,668
**
 .
a
 .
a
 ,465
**
 .
a
 .
a
 1 
Sig. (2-tailed) ,000 . . ,007 . .  
N 32 32 32 32 32 32 32 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
a. Cannot be computed because at least one of the variables is constant. 
2. Sistem pengendalian kegiatan pemberian kredit (ESP) 
Correlations 
 ESP1 ESP2 ESP3 ESP4 ESP5 ESP6 ESP7 ESP8 ESP9 ESP10 ESP11 ESP12 ESP13 ESP14 ESP15 
ESP1 Pearson Correlation 1 1,000
**
 -,032 .
b
 .
b
 -,068 .
b
 -,032 -,058 -,112 ,086 .
b
 -,046 -,032 -,158 
Sig. (2-tailed)  ,000 ,861 . . ,712 . ,861 ,753 ,540 ,639 . ,801 ,861 ,387 
N 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 
ESP2 Pearson Correlation 1,000
**
 1 -,032 .
b
 .
b
 -,068 .
b
 -,032 -,058 -,112 ,086 .
b
 -,046 -,032 -,158 
Sig. (2-tailed) ,000  ,861 . . ,712 . ,861 ,753 ,540 ,639 . ,801 ,861 ,387 
N 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 
ESP3 Pearson Correlation -,032 -,032 1 .
b
 .
b
 -,068 .
b
 -,032 -,058 ,287 ,086 .
b
 -,046 -,032 -,158 
Sig. (2-tailed) ,861 ,861  . . ,712 . ,861 ,753 ,111 ,639 . ,801 ,861 ,387 
N 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 
ESP4 Pearson Correlation .
b
 .
b
 .
b
 .
b
 .
b
 .
b
 .
b
 .
b
 .
b
 .
b
 .
b
 .
b
 .
b
 .
b
 .
b
 
Sig. (2-tailed) . . .  . . . . . . . . . . . 
N 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 
ESP5 Pearson Correlation .
b
 .
b
 .
b
 .
b
 .
b
 .
b
 .
b
 .
b
 .
b
 .
b
 .
b
 .
b
 .
b
 .
b
 .
b
 
Sig. (2-tailed) . . . .  . . . . . . . . . . 
N 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 
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ESP6 Pearson Correlation -,068 -,068 -,068 .
b
 .
b
 1 .
b
 -,068 ,203 ,184 ,182 .
b
 -,098 -,068 ,238 
Sig. (2-tailed) ,712 ,712 ,712 . .  . ,712 ,266 ,314 ,320 . ,595 ,712 ,189 
N 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 
ESP7 Pearson Correlation .
b
 .
b
 .
b
 .
b
 .
b
 .
b
 .
b
 .
b
 .
b
 .
b
 .
b
 .
b
 .
b
 .
b
 .
b
 
Sig. (2-tailed) . . . . . .  . . . . . . . . 
N 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 
ESP8 Pearson Correlation -,032 -,032 -,032 .
b
 .
b
 -,068 .
b
 1 -,058 ,287 ,086 .
b
 -,046 -,032 -,158 
Sig. (2-tailed) ,861 ,861 ,861 . . ,712 .  ,753 ,111 ,639 . ,801 ,861 ,387 
N 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 
ESP9 Pearson Correlation -,058 -,058 -,058 .
b
 .
b
 ,203 .
b
 -,058 1 ,514
**
 -,395
*
 .
b
 ,803
**
 ,558
**
 -,068 
Sig. (2-tailed) ,753 ,753 ,753 . . ,266 . ,753  ,003 ,025 . ,000 ,001 ,713 
N 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 
ESP10 Pearson Correlation -,112 -,112 ,287 .
b
 .
b
 ,184 .
b
 ,287 ,514
**
 1 -,056 .
b
 ,413
*
 ,287 -,131 
Sig. (2-tailed) ,540 ,540 ,111 . . ,314 . ,111 ,003  ,762 . ,019 ,111 ,474 
N 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 
ESP11 Pearson Correlation ,086 ,086 ,086 .
b
 .
b
 ,182 .
b
 ,086 -,395
*
 -,056 1 .
b
 -,537
**
 -,374
*
 ,101 
Sig. (2-tailed) ,639 ,639 ,639 . . ,320 . ,639 ,025 ,762  . ,002 ,035 ,583 
N 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 
ESP12 Pearson Correlation .
b
 .
b
 .
b
 .
b
 .
b
 .
b
 .
b
 .
b
 .
b
 .
b
 .
b
 .
b
 .
b
 .
b
 .
b
 
Sig. (2-tailed) . . . . . . . . . . .  . . . 
N 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 
ESP13 Pearson Correlation -,046 -,046 -,046 .
b
 .
b
 -,098 .
b
 -,046 ,803
**
 ,413
*
 -,537
**
 .
b
 1 ,696
**
 -,228 
Sig. (2-tailed) ,801 ,801 ,801 . . ,595 . ,801 ,000 ,019 ,002 .  ,000 ,210 
N 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 
ESP14 Pearson Correlation -,032 -,032 -,032 .
b
 .
b
 -,068 .
b
 -,032 ,558
**
 ,287 -,374
*
 .
b
 ,696
**
 1 -,158 
Sig. (2-tailed) ,861 ,861 ,861 . . ,712 . ,861 ,001 ,111 ,035 . ,000  ,387 
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N 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 
ESP15 Pearson Correlation -,158 -,158 -,158 .
b
 .
b
 ,238 .
b
 -,158 -,068 -,131 ,101 .
b
 -,228 -,158 1 
Sig. (2-tailed) ,387 ,387 ,387 . . ,189 . ,387 ,713 ,474 ,583 . ,210 ,387  
N 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 
Lanjutan… 
Correlations 
 ESP16 ESP17 ESP18 ESP19 ESP20 ESP21 ESP22 ESP23 ESP24 ESP25 ESP26 Sistem 
Pengendalian 
ESP16 
Pearson Correlation .
a
 .
a
 .
a
 .
a
 .
a
 .
a
 .
a
 .
a
 .
a
 .
a
 .
a
 .
a
 
Sig. (2-tailed)  . . . . . . . . . . . 
N 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 24 
ESP17 
Pearson Correlation .
a
 1 -,046 -,086 -,046 ,696
**
 -,058 .
a
 .
a
 -,032 .
a
 ,205 
Sig. (2-tailed) .  ,801 ,639 ,801 ,000 ,753 . . ,861 . ,335 
N 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 24 
ESP18 
Pearson Correlation .
a
 -,046 1 -,124 ,467
**
 ,467
**
 ,360
*
 .
a
 .
a
 -,046 .
a
 -,423
*
 
Sig. (2-tailed) . ,801  ,499 ,007 ,007 ,043 . . ,801 . ,039 
N 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 24 
ESP19 
Pearson Correlation .
a
 -,086 -,124 1 ,207 -,124 ,120 .
a
 .
a
 -,086 .
a
 ,211 
Sig. (2-tailed) . ,639 ,499  ,256 ,499 ,512 . . ,639 . ,321 
N 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 24 
ESP20 
Pearson Correlation .
a
 -,046 ,467
**
 ,207 1 -,067 -,083 .
a
 .
a
 -,046 .
a
 -,567
**
 
Sig. (2-tailed) . ,801 ,007 ,256  ,717 ,651 . . ,801 . ,004 
N 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 24 
ESP21 
Pearson Correlation .
a
 ,696
**
 ,467
**
 -,124 -,067 1 ,360
*
 .
a
 .
a
 -,046 .
a
 ,369 
Sig. (2-tailed) . ,000 ,007 ,499 ,717  ,043 . . ,801 . ,076 
N 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 24 
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ESP22 
Pearson Correlation .
a
 -,058 ,360
*
 ,120 -,083 ,360
*
 1 .
a
 .
a
 ,558
**
 .
a
 ,372 
Sig. (2-tailed) . ,753 ,043 ,512 ,651 ,043  . . ,001 . ,073 
N 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 24 
ESP23 
Pearson Correlation .
a
 .
a
 .
a
 .
a
 .
a
 .
a
 .
a
 .
a
 .
a
 .
a
 .
a
 .
a
 
Sig. (2-tailed) . . . . . . .  . . . . 
N 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 24 
ESP24 
Pearson Correlation .
a
 .
a
 .
a
 .
a
 .
a
 .
a
 .
a
 .
a
 .
a
 .
a
 .
a
 .
a
 
Sig. (2-tailed) . . . . . . . .  . . . 
N 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 24 
ESP25 
Pearson Correlation .
a
 -,032 -,046 -,086 -,046 -,046 ,558
**
 .
a
 .
a
 1 .
a
 ,106 
Sig. (2-tailed) . ,861 ,801 ,639 ,801 ,801 ,001 . .  . ,623 
N 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 24 
ESP26 
Pearson Correlation .
a
 .
a
 .
a
 .
a
 .
a
 .
a
 .
a
 .
a
 .
a
 .
a
 .
a
 .
a
 
Sig. (2-tailed) . . . . . . . . . .  . 
N 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 24 
Sistem 
Pengendalian 
Pearson Correlation .
a
 ,205 -,423
*
 ,211 -,567
**
 ,369 ,372 .
a
 .
a
 ,106 .
a
 1 
Sig. (2-tailed) . ,335 ,039 ,321 ,004 ,076 ,073 . . ,623 .  
N 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
a. Cannot be computed because at least one of the variables is constant. 
 
3. Peran audit operasional dalam meningkatkan efektivitas kegiatan perkreditan (PAO) 
Correlations 
 PAO1 PAO2 PAO3 PAO4 PAO5 PAO6 PAO7 PAO8 PAO9 PeranAO 
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PAO1 
Pearson Correlation 1 ,467
**
 .
b
 ,488
**
 ,413
*
 ,293 1,000
**
 .
b
 -,046 ,714
**
 
Sig. (2-tailed)  ,007 . ,005 ,019 ,104 ,000 . ,801 ,000 
N 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 
PAO2 
Pearson Correlation ,467
**
 1 .
b
 ,488
**
 ,413
*
 ,683
**
 ,467
**
 .
b
 -,046 ,714
**
 
Sig. (2-tailed) ,007  . ,005 ,019 ,000 ,007 . ,801 ,000 
N 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 
PAO3 
Pearson Correlation .
b
 .
b
 .
b
 .
b
 .
b
 .
b
 .
b
 .
b
 .
b
 .
b
 
Sig. (2-tailed) . .  . . . . . . . 
N 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 
PAO4 
Pearson Correlation ,488
**
 ,488
**
 .
b
 1 ,678
**
 ,714
**
 ,488
**
 .
b
 -,095 ,860
**
 
Sig. (2-tailed) ,005 ,005 .  ,000 ,000 ,005 . ,605 ,000 
N 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 
PAO5 
Pearson Correlation ,413
*
 ,413
*
 .
b
 ,678
**
 1 ,604
**
 ,413
*
 .
b
 -,112 ,805
**
 
Sig. (2-tailed) ,019 ,019 . ,000  ,000 ,019 . ,540 ,000 
N 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 
PAO6 
Pearson Correlation ,293 ,683
**
 .
b
 ,714
**
 ,604
**
 1 ,293 .
b
 -,068 ,794
**
 
Sig. (2-tailed) ,104 ,000 . ,000 ,000  ,104 . ,712 ,000 
N 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 
PAO7 
Pearson Correlation 1,000
**
 ,467
**
 .
b
 ,488
**
 ,413
*
 ,293 1 .
b
 -,046 ,714
**
 
Sig. (2-tailed) ,000 ,007 . ,005 ,019 ,104  . ,801 ,000 
N 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 
PAO8 
Pearson Correlation .
b
 .
b
 .
b
 .
b
 .
b
 .
b
 .
b
 .
b
 .
b
 .
b
 
Sig. (2-tailed) . . . . . . .  . . 
N 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 
PAO9 
Pearson Correlation -,046 -,046 .
b
 -,095 -,112 -,068 -,046 .
b
 1 ,019 
Sig. (2-tailed) ,801 ,801 . ,605 ,540 ,712 ,801 .  ,919 
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N 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 
PeranAO 
Pearson Correlation ,714
**
 ,714
**
 .
b
 ,860
**
 ,805
**
 ,794
**
 ,714
**
 .
b
 ,019 1 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 . ,000 ,000 ,000 ,000 . ,919  
N 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
b. Cannot be computed because at least one of the variables is constant. 
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Lampiran 5 
Hasil Uii Realibilitas 
Item-Total Statistics  
 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 
if Item Deleted 
Corrected Item-
Total 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
EPAO2 60,4688 6,128 ,256 ,701 
EPAO4 60,5938 5,862 ,216 ,702 
EPAO5 60,5000 5,742 ,493 ,679 
EPAO6 60,6875 4,931 ,644 ,638 
EPAO7 60,5000 6,000 ,268 ,698 
EPAO9 60,5000 5,871 ,379 ,689 
EPAO15 60,4688 5,999 ,407 ,692 
EPAO16 60,4688 5,999 ,407 ,692 
EPAO17 60,5000 5,613 ,609 ,669 
EPAO20 60,4688 5,999 ,407 ,692 
PelaksanaanAO 19,2188 1,596 1,000 ,626 
 
Item-Total Statistics 
 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 
if Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
ESP1 79,0938 11,636 ,112 ,671 
ESP2 79,0938 11,636 ,112 ,671 
ESP3 79,0938 11,765 ,005 ,675 
ESP6 79,1875 10,802 ,402 ,649 
ESP8 79,0938 11,765 ,005 ,675 
ESP9 79,1563 10,717 ,515 ,643 
ESP10 79,3438 9,846 ,610 ,619 
ESP11 79,8750 11,468 ,066 ,677 
ESP13 79,1250 11,339 ,243 ,663 
ESP14 79,0938 11,378 ,330 ,662 
ESP15 79,5000 11,290 ,076 ,680 
ESP17 79,0938 11,378 ,330 ,662 
ESP18 79,1250 11,081 ,404 ,654 
ESP19 79,2500 11,161 ,183 ,666 
ESP20 79,1250 11,532 ,126 ,670 
ESP21 79,1250 10,758 ,610 ,642 
ESP22 79,1563 10,588 ,585 ,638 
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ESP25 79,0938 11,636 ,112 ,671 
SistemPengendalianAO 33,5000 3,161 ,992 ,548 
 
Item-Total Statistics 
 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 
if Item Deleted 
Corrected Item-
Total 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
PAO1 28,3750 8,306 ,671 ,748 
PAO2 28,3750 8,306 ,671 ,748 
PAO4 28,5313 7,289 ,817 ,708 
PAO5 28,5938 7,281 ,742 ,713 
PAO6 28,4375 7,802 ,748 ,729 
PAO7 28,3750 8,306 ,671 ,748 
PAO9 28,3438 9,330 -,039 ,790 
PeranAO 13,1563 2,330 1,000 ,811 
 
 
 
